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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-

palu nagaya RABU, 24 DESEMBER 20258
SULTENG RAYA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Prof. Dr, H Rajindra Rum, SE, MM
Rektor

Moh Amin Parakkasi, S.Ag, M.Hi
Ketua BPH

Dr. Sudriman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I

Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III

Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II

Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Warek IV

SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Hadirkan Senyum di Panti Asuhan Imanuel

Taslim Membawa Suara Al-qur’an
Parigi Moutong ke MTQ Internasional 2026

Pemda Parmout dan 
BPKP Sulteng MoU 

Penguatan Tata Kelola 
Keuangan Daerah

Tiga Putri Sigi
Melaju ke Panggung 

Nasional DA 8

Baca HADIRKAN Hal. 7

Kinerja BSI Moncer Tahun Lalu, 
Dividen Tunai Melonjak 

Densus Tangkap 
Delapan Terduga 
Teroris Jaringan 

MIT Poso

Baca TASLIM Hal. 7

Baca KINERJA Hal. 7

Baca DENSUS Hal. 7

Baca PEMDA Hal. 7

Baca TIGA PUTRI Hal. 7

SULTENG RAYA – Tim Densus 88 Anti-
teror Polri menangkap delapan terduga ter-

oris yang merupakan bagian dari jaringan 
sel tidur kelompok Mujahidin Indonesia 

Timur (MIT) Poso. Penangkapan dilakukan 
di dua wilayah, yakni Kabupaten Parigi 

Moutong (Parmout) dan Kabupaten Poso, 
Sulawesi Tengah.

PASUKAN berjaga-jaga, saat penangkapan terduga teroris di wilayah Kabupaten Parmout, Rabu (6/5/2026) dini hari. FOTO: IST

Salah satu penangkapan 
terjadi di Desa Tomoli 
Utara, Kecamatan Tori-

bulu, Kabupaten Parmout 
pada Rabu (6/5/2026) 
dini hari atau sekira pu-

kul 01.30 WITA. Dalam 
operasi tersebut, terduga 
pelaku diamankan tanpa 
perlawanan. 

Selain di Parmout, pe-
nindakan serupa juga dila-
kukan di Kabupaten Poso. 
Dari total delapan orang 
yang diamankan, ma-
sing-masing empat orang 
ditangkap di Parmout dan 
empat lainnya di Poso. 

SULTENG RAYA - Rapat 
Umum Pemegang Saham 
Tahunan (RUPST) PT Bank 
Syariah Indonesia (Persero) 
Tbk menetapkan sebesar 
20% dari total laba bersih 
atau sekitar Rp1,51 triliun 
sebagai dividen tunai. Den-
gan alokasi tersebut dividen 
per lembar saham menjadi 
Rp32,81. Besaran dividen 
tersebut naik 44% dari tahun 
sebelumnya. 

Tahun lalu dividen tunai 
ditetapkan 15% dari laba 
bersih atau mencapai Rp1,05 
triliun, dengan besaran divi-
den per lembar saham dari 
bank dengan kode saham 
BRIS sekitar Rp22,78. Hal 
ini menjadi bentuk komit-
men Melayani Sepenuh Hati 

DIREKTUR Utama BSI Anggoro Eko Cahyo (tengah) bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah BSI KH Hasanudin 
(kiri) dan Komisaris Utama BSI Muhadjir Effendy (kanan) berbincang bersama sesaat sebelum RUPST Tahun 
Buku 2025 di Kantor BSI Tower, Jakarta (5/5). FOTO: DOK. BSI

untuk seluruh stakeholders.
Pemegang saham yang 

berhak memperoleh dividen 
adalah yang namanya terca-
tat dalam daftar pemegang 
saham perseroan (DPS). 
Informasi mengenai waktu 
pembagian dividen akan 
diumumkan lebih lanjut 
oleh manajemen BSI. 

Pada tahun buku 2025 BSI 
membukukan laba bersih 
Rp7,57 triliun. Sebesar 80% 
(delapan puluh persen) atau 
sejumlah Rp6,05 triliun di-
gunakan sebagai saldo laba 
ditahan. Moncernya laba 
BSI ditopang oleh ekspansi 
pembiayaan yang sehat, 
peningkatan dana murah, 

PLN UP3 TAHUNA

SULTENG RAYA - Di 
tengah upaya berkelanjutan 
untuk menghadirkan terang 
listrik hingga pelosok nege-
ri, PT PLN (Persero) melalui 
Unit Pelaksana Pelayanan 
Pelanggan (UP3) Tahuna 
kembali menyalakan ca-
haya kepedulian melalui 
aksi sosial nyata. PLN men-
yalurkan bantuan sembako 
dan kebutuhan pokok bagi 
anak-anak di Panti Asuhan 
Imanuel, Tahuna, sebagai 
bagian dari komitmen pe-
rusahaan dalam menyentuh 
sisi kemanusiaan masyara-
kat secara langsung.

Kegiatan yang dilaksa-
nakan oleh jajaran pega-

PT PLN 
(Persero) 

UP3 Tahuna 
kembali 

menyalakan 
cahaya 

kepedulian 
melalui aksi 

sosial di 
Panti asuhan 

Imanuel 
pada Selasa 
(5/5/2026). 

FOTO : PLN

DARI DESA GIO KE PANGGUNG DUNIA

SULTENG RAYA – Dari 
sebuah desa di Kecamatan 

Moutong, langkah itu ber-
mula. Taslim, S.Pd, 

M . P d ,  G r ,  p u t r a 
asli Desa Gio, kini 
bersiap menapaki 
panggung dunia, 
membawa lan-
tunan ayat suci 
Al-Qur’an yang 
telah mengan-
tarkannya me-
raih prestas i 
m e m b a n g g a -
kan.

Pada Seleksi MTQ Inter-
nasional Pemuda Masjid 
Dunia utusan Sulawesi Ten-
gah yang digelar Kamis, 
30 April 2026, Taslim tam-
pil gemilang. Dengan nilai 
95—angka yang tak sekadar 
menunjukkan keunggu-
lan teknis, tetapi juga ke-
dalaman penghayatan, ia 
dinobatkan sebagai juara 
pertama, sekaligus memas-
tikan dirinya sebagai qori 
terbaik yang akan mewakili 
daerah dan bangsa di ajang 
internasional.

Langkahnya tidak sendiri. 
Bersama Sunarti Larisa, qo-
riah asal Kota Palu, Taslim 
akan mengemban amanah 
sebagai delegasi Dunia Me-
layu Dunia Islam (DMDI) 
Sulawesi Tengah dalam per-
helatan MTQ Internasional 
Pemuda Masjid Dunia yang 
dijadwalkan berlangsung 
pada 23 hingga 25 Mei 2026 
di Masjid Istiqlal, Jakarta. 
Tahun ini, Indonesia diper-
caya menjadi tuan rumah, 
membuka ruang bagi putra-
putri terbaik bangsa untuk 

tampil di hadapan dunia.
Dukungan pun mengalir 

dari berbagai penjuru. Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah, di bawah arahan 
Gubernur Anwar Hafid, me-
mastikan seluruh kebutuhan 
delegasi—mulai dari trans-
portasi hingga akomodasi—
telah dipersiapkan dengan 
matang. Harapannya satu: 
para duta Al-Qur’an ini 
dapat tampil maksimal tan-
pa terbebani hal teknis.

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase (kanan) dan Kepala 
Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto memperlihatkan 
dokumen yang telah ditandatangani Di Kantor Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (6/5/2026). FOTO: 
DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG.

SULTENG RAYA — Langkah penting diambil 
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi 
Moutong dalam memperkuat fondasi tata kelola 
keuangan daerah. Sebuah Nota Kesepahaman 
(MoU) resmi diteken di Kantor Perwakilan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (6/5/2026). 

Penandatanganan MoU itu bukan sekadar do-
kumen administratif, melainkan simbol komitmen 
menuju pemerintahan yang lebih akuntabel dan 
transparan.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh 
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama 
Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto. 
Momen ini menjadi titik temu antara kebutuhan 
daerah akan penguatan sistem keuangan dengan 
peran strategis BPKP sebagai mitra pembina dan 
pendamping.

SULTENG RAYA – Perjalanan tiga gadis muda 
asal Kabupaten Sigi menuju panggung nasional 
Dangdut Akademi 8 (DA 8) menjadi bukti bahwa 
mimpi besar bisa tumbuh dari desa dan menem-
bus batas daerah.

Vania dari Desa Boya Baliase, Kecamatan 
Marawola; Shila dari Desa Potoya, Kecamatan 
Dolo; serta Ayu dari Desa Binangga, Kecamatan 
Marawola, kini menjadi sorotan setelah berhasil 
lolos audisi regional di Sidrap, Sulawesi Selatan, 
dan melaju ke tahap audisi juri artis di Jakarta.

BUPATI SIGI, Mohamad Rizal Intjenae didampingi Ketua TP 
PKK, Siti Halwiah, menerima langsung ketiga talenta muda 
itu di kediaman Bupati di Dolo, Selasa (5/5/2026) petang. 
FOTO : DISKOMINFO SIGI

TASLIM
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PT. BFI FINANCE 
(0451-422678)

PENAWARAN ATAS UNIT 
TOYOTA-ALL NEW 
GRAND INNOVA-BENSIN 
G 2.0 AT 2015 
DN1190VB.
HINO DUTRO-136 HDX 
6.8 DUMP TRUCK 2022 
BM9726QO.YAMA-
HA-NMAX-155ABS 2023 
DN6005MZ.
MITSUBISHI-XPAN-
DER-CROSS 1.5 MT 2021 
DN1509LB.
TOYOTA-GRAND NEW 
AVANZA-E 1.3 MT 2017 
DN1681KD

BPKB Hilang

NOPOL 	: DN 6619 PA
NAMA  	 : DINAS 
PERTANIAN TANAMAN 
PANGAN
ALAMAT:  JL. R.A. KAR-
TINI PALU SULAWESI 
TENGAH
MERK/TYPE 	 : YAMAHA / 
YT 115 SPD. MOTOR R2 
NO. RANGKA	: 
MH33WL003SK110983
NO. MESIN	 : 
3HB-130947
NO. BPKB 	 : 
3747967-G

SULTENG RAYA – Tim 
Pengabdian Masyarakat 
dari Politeknik Kesehatan 
(Poltekkes) Palu menggelar 
program Skema Program 
Pengembangan Desa Mitra 
(PPDM) bertajuk “SIDU 
CERMAT: Screening dan 
Edukasi Pemeriksaan Risiko 
Kaki Diabetes” di Posyan-
du Huntap 1,wilayah kerja 
Puskesmas Talise, Selasa 
(5/5/2026).

Kegiatan ini dipimpin tim 
ahli yang terdiri dari Dosen 

Poltekkes Palu, Baiq Emy 
Nurmalisa, M.Kep, Dr. He-
lena Pangaribuan, M.Kep, 
serta berkolaborasi dengan 
Bidan Puskesmas Mamboro, 
Evita, A.Md.Keb.

Dalam pelaksanaannya, 
tim melakukan skrining 
komprehensif yang meli-
puti pemeriksaan vaskular 
(aliran darah), faktor risiko, 
neuropati (saraf), hingga 
pencatatan riwayat ulkus 
dan amputasi. Petugas juga 
memeriksa secara detail 

kondisi kaki, kuku, dan kulit 
peserta.

Berdasarkan hasil skri-
ning, ditemukan sebanyak 
80 persen peserta bera-
da pada kategori risiko 
rendah, 10 persen risiko 
sedang, dan 10 persen 
masuk dalam kategori 
risiko tinggi terjadi luka 
kaki diabetes.

Menindaklanjuti hasil 
tersebut, tim memberikan 
edukasi yang disesuaikan 
dengan tingkat risiko ma-

sing-masing peserta (in-
tervensi khusus). Edukasi 
mencakup penentuan jad-
wal evaluasi/pemeriksaan 
ulang, cara perawatan kaki 
mandiri yang benar, serta 
teknik sederhana melaku-
kan pemeriksaan kaki di 
rumah. 

“Program ini diharapkan 
mampu menekan angka 
komplikasi kaki diabetes 
melalui deteksi dini dan 
pemberdayaan masyara-
kat,” ujar Baiq Emy. AMR

TIM Poltekkes Palu, berfoto bersama usai melaksanakan SIDU CERMAT di Huntap 1 Kelurahan Talise, Kota Palu, Selasa (5/5/2026). 
FOTO: DOK.POLTEKKES PALU

SULTENG RAYA - Tim Resmob 
Tadulako Satreskrim Polresta Palu 
berhasil mengamankan tiga terdu-
ga pelaku pencurian kendaraan 
bermotor (curanmor) yang kerap 
beraksi di Kota Palu.

Penangkapan dilakukan pada 
Senin (4/5/2026) malam di Jalan 
I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan 
Tatura Selatan, Kecamatan Palu 
Selatan, setelah sebelumnya polisi 
melakukan serangkaian penyelidi-
kan atas laporan yang masuk sejak 
Maret 2026.

Kasus ini bermula dari laporan 
polisi terkait pencurian sepeda 
motor yang terjadi pada Senin 
(2/5/2026) sekira pukul 22.36 Wita 
di Jalan Uwe Lambori, Kelurahan 
Tondo, Kecamatan Mantikulore. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, 
Tim Resmob Tadulako langsung ber-
gerak melakukan olah tempat keja-
dian perkara (TKP), mengumpulkan 
keterangan saksi, serta mendalami 
informasi yang mengarah pada 
identitas para pelaku.

Berdasarkan hasil penyelidikan, 
polisi mengidentifikasi tiga pelaku 
yakni RA, BK, dan AV.

Tim langsung bergerak ke lokasi 
dan berhasil mengamankan para 
pelaku sekitar pukul 21.00 Wita 
tanpa perlawanan.

Dari hasil interogasi awal, ketiga 
pelaku mengakui telah melakukan 

pencurian sepeda motor di wilayah 
Tondo. Polisi juga mengamankan 
barang bukti berupa satu unit 
sepeda motor Honda CRF warna 
putih-hitam. 

Selain itu, para pelaku diketahui 
menggunakan modus dengan 
mengaku sebagai pihak eksternal 
atau debt collector untuk memper-
mudah aksinya.

Kasat Reskrim Polresta Palu AKP 
ismailBoby, S.H., M.H., menyam-
paikan bahwa keberhasilan pen-
gungkapan ini merupakan hasil 
kerja cepat dan responsif Tim 
Resmob Tadulako dalam meninda-
klanjuti laporan masyarakat. 

“Masyarakat perlu waspada 
setiap tindakan yang mencuriga-
kan,” ujar kasat.

Ia menegaskan, modus pelaku 
yang menyamar sebagai debt 
collector menjadi perhatian serius 
karena dapat meresahkan warga, 
sehingga pihak kepolisian akan 
terus meningkatkan patroli dan pe-
nindakan terhadap praktik serupa. 
“Kami sedang mengembangkan 
kasus ini termasuk menelusuri 
jaringannya,” tambah kasat.

Selain itu, penyidik juga mem-
buru dua pelaku lainnya yang telah 
masuk dalam daftar pencarian 
orang (DPO) serta melengkapi ber-
kas penyidikan guna proses hukum 
lebih lanjut. AMR

PERSONEL Satreskrim Polresta Palu, saat mengamankan tiga pelaku curanmor 
yang kerap beraksi di Kota Palu, Senin (4/5/2026).Foto: Satreskrim Polresta Palu

Modus Debt Collector, 
Tiga Pelaku Curanmor Diringkus

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu akan melaksanakan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang terhadap objek 
lelang milik Debitur : 
 

No Objek Lelang Nilai Limit Uang Jaminan 
1. FAORIA 

Sebidang tanah seluas 335 m2 berikut bangunan dan segala  
sesuatu yang  berdiri/tertanam  di  atasnya, sesuai SHM 
No.198,  terdaftar atas nama FAORIA terletak  di  JI  Hayam 
Wuruk,  Kelurahan  Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota 
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 

 
Rp. 259.280.000 

 
Rp. 51.856.000 

 
Keterangan : 
 Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan. 
 Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang pada rekening 

penampungan KPKNL Palu akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan 
menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta 
lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran. 

 Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 
lelang (pukul 23.59 WIB/ Sesuai Waktu Server). 

 Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
 

PERSYARATAN LELANG : 
1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas. 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh memlalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke kas Negara 

8. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 
Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke 
rekening penampungan Bank Muamalat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is) 
 

PELAKSANAAN LELANG : 
Cara penawaran Open Bidding (sejak tayang di lelang go.id sd batas akhir penutupan penawaran) 
Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi 
Tengah 94111 

Waktu Pelaksanaan Lelang 
dan Batas akhir penawaran Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 09.10 WIB (Sesuai Waktu Server) 

Waktu Penawaran Sejak tayang di lelang.go.id s.d batas akhir penutupan penawaran 
Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 
Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang 
Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palu, Telp: 0451-457555, 
Fax.0451-457666 atau KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
94111, Telp (0451) 8202737, atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991. 

 Jakarta, 07 Mei 2026 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  

 
 

Ttd  
 

 Anang Fahrudi 
  Head Of Asset Liquidation & Big Balance 

PERINGATAN: 
Kepada para debitur dan pemilik jaminan, pembayaran hanya 
dapat dilakukan melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Palu, Telp (0451) 457555 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

 
 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu akan melaksanakan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang terhadap objek 
lelang milik Debitur : 
 

No Objek Lelang Nilai Limit Uang Jaminan 
1. SYAMSUL S 

Sebidang tanah seluas 128 m2 berikut bangunan dan segala  
sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya, sesuai SHM No. 
2188, terdaftar atas nama SYAMSUL terletak di JI Lagarutu 
(Atas), Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota 
Palu, Provinsi  Sulawesi Tengah 

 
Rp. 71.239.000 

 
Rp. 14.247.800 

 
Keterangan : 
 Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan. 
 Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang pada rekening 

penampungan KPKNL Palu akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan 
menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta 
lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran. 

 Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 
lelang (pukul 23.59 WIB/ Sesuai Waktu Server). 

 Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
 

PERSYARATAN LELANG : 
1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas. 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh memlalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke kas Negara 

8. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 
Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke 
rekening penampungan Bank Muamalat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is) 
 

PELAKSANAAN LELANG : 
Cara penawaran Open Bidding (sejak tayang di lelang go.id sd batas akhir penutupan penawaran) 
Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi 
Tengah 94111 

Waktu Pelaksanaan Lelang 
dan Batas akhir penawaran Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 09.00 WIB (Sesuai Waktu Server) 

Waktu Penawaran Sejak tayang di lelang.go.id s.d batas akhir penutupan penawaran 
Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 
Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang 
Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palu, Telp: 0451-457555, 
Fax.0451-457666 atau KPKNL Palu, Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Tatura Utara, Kec. Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
94111, Telp (0451) 8202737, atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991. 

 Jakarta, 07 Mei 2026 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  

 
 

Ttd  
 

 Anang Fahrudi 
  Head Of Asset Liquidation & Big Balance 

PERINGATAN: 
Kepada para debitur dan pemilik jaminan, pembayaran hanya 
dapat dilakukan melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Palu, Telp (0451) 457555 

 DIJUAL

SHM NO.221/MENSUNG, TERLETAK DI JL. TRANS 
SULAWESI DESA MENSUNG KEC. MEPANGA 

(D/H TOMINI) KAB. PARIGI MOUTONG KAB. PARIGI 
MOUTONG PROVISI SULAWESI TENGAH

BILA ADA PIHAK YANG BERMINAT/KEBERATAN 
TERHADAP PENJUALAN DIATAS, DAPAT MENGHUBUNGI: 
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. UNIT RCR AREA PALU 

JL. SAM RATULANGI NO. 60 PALU

SULTENG RAYA – 
Upaya meningkatkan 
kesadaran perempuan 
terhadap pentingnya 
deteksi dini kanker serviks 
terus digencarkan. Tim 
dosen Poltekkes Kemenkes 
Palu menggelar penelitian 
bertajuk efektivitas model 
edukasi BASNEF terhadap 
partisipasi skrining kanker 
serviks di UPTD Puskes-
mas Talise, Kota Palu, 
Selasa (5/5/2026).

Tim peneliti tersebut 
dipimpin Hastuti Usman, 
S.ST., M.Keb, bersama 
anggota Niluh Nita Silfia, 
S.ST., M.Keb dan Narmin, 
S.ST., M.Keb. Penelitian ini 
difokuskan pada pening-
katan kesadaran dan keter-
libatan perempuan dalam 
melakukan pemeriksaan 
dini sebagai langkah pen-
cegahan kanker serviks.

Ketua tim, Hastuti 
Usman, menegaskan, 

edukasi menjadi kunci 
dalam mengubah perilaku 
masyarakat agar lebih 
peduli terhadap kesehatan 
reproduksi.

“Penelitian ini bertuju-
an agar masyarakat mau 
untuk melakukan peme-
riksaan dan diharapkan 
nantinya dapat menjadi 
agen pembaharu yang bisa 
mengajak lebih banyak 
perempuan untuk datang 
periksa,” jelasnya.

Menurutnya, melal-
ui pendekatan model 
BASNEF yang menitikbe-
ratkan pada keyakinan, 
sikap, norma subjektif, dan 
faktor pendukung, diha-
rapkan mampu mendorong 
perubahan perilaku yang 
berkelanjutan di tengah 
masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, 
tim dosen juga mengha-
dirkan dokter spesialis 
obstetri dan ginekologi 

POLTEKKES PALU

Deteksi Dini Risiko 
Kaki Diabetes 
Warga Huntap

Edukasi BASNEF, Dorong Perempuan Aktif Skrining Kanker Serviks
konsultan onkologi untuk 
memberikan edukasi langs-
ung kepada bidan, kader 
kesehatan, serta masy-
arakat di wilayah kerja 
Puskesmas Talise.

 dr. Herdhana Suwar-
tono, Sp.OG, Subsp. Onk, 
FMAS, MARS, mengung-
kapkan bahwa kanker ser-
viks masih menjadi salah 
satu penyebab kematian 

tertinggi pada perempuan 
di Indonesia.

Ia menjelaskan, faktor 
risiko kanker serviks antara 
lain aktivitas seksual pada 
usia dini, memiliki lebih 
dari satu pasangan seksual, 
serta pasangan pria yang 
belum menjalani sirkumsi-
si. Ia menekankan penting-
nya skrining rutin seperti 
pemeriksaan IVA atau Pap 

smear sebagai langkah 
deteksi dini.

“Deteksi dini adalah 
kunci. Semakin cepat 
ditemukan, maka peluang 
untuk sembuh semakin 
besar,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala 
UPTD Puskesmas Talise, 
Rahmat Massie, SKM., 
MAP, menyampaikan apre-
siasi atas kegiatan tersebut. 

Ia menilai kehadiran tena-
ga ahli di tengah masyara-
kat memberikan manfaat 
besar dalam meningkatkan 
pemahaman warga terkait 
kesehatan perempuan.

“Kegiatan ini diharapkan 
tidak hanya berhenti pada 
penelitian semata, tetapi 
mampu melahirkan agen-
agen perubahan di masya-
rakat yang aktif mengajak 

perempuan lain untuk 
melakukan pemeriksaan 
dini,” jelasnya.

Dengan semakin luasnya 
edukasi yang diberikan, 
diharapkan angka par-
tisipasi skrining kanker 
serviks di Kota Palu dapat 
meningkat, sehingga risiko 
kematian akibat penyakit 
ini dapat ditekan secara 
signifikan.AMR
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PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Sandra Dewi, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 520 m2 sesuai SHM No. 276/Lere tanggal 11/03/2008 an. Hj. Sandra Dewi, berikut bangunan di 

atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 185.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 39.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 152 m2 sesuai SHM No. 01367/Tatura Utara tanggal 09/02/2010 an. Hj Sandra Dewi, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Tg. Harapan I Lorong Darussalam, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota 
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 235.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 50.000.000,- 
 

c. Sebidang tanah seluas 475 m2 sesuai SHM No. 2899/Tatura tanggal 28/11/1998 an. Hj Yanda Ipo, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jl. Tg. Harapan I Lorong Darussalam, Kel. Tatura Utara (dahulu Tatura), Kec. Palu Selatan, Kota 
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 435.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 92.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:20 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
ttd 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

PENYERAHAN bantuan sosial pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Senin (27/4/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

HBP KE-62

LPKA Palu Berbagi Berkah 
melalui Tasyakuran dan 

Penyaluran Gerobak Usaha

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu turut ser-
ta menyemarakkan puncak peringatan Hari 
Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 dengan 
mengikuti kegiatan tasyakuran secara virtual, 
Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan 
di dua lokasi berbeda, yakni 
Aula Lapas Kelas IIA Palu 

dan Aula LPKA Kelas II 
Palu, sebagai bentuk sinergi 
dan efi siensi pelaksanaan tu-

gas. Acara yang terhubung 
melalui video conference 
tersebut diikuti langsung 
oleh Kepala Urusan Kepe-
gawaian dan Tata Usaha 
LPKA Palu, I Putu Busana, 
bersama jajaran pejabat st-
ruktural di Aula Lapas Palu. 
Sementara itu, di lokasi 
kedua, anggota Paguyuban 
Ibu-Ibu Pemasyarakatan 
(PIPAS) LPKA Palu men-
gikuti jalannya prosesi di 

Aula LPKA 
Palu dengan 
penuh khid-
mat.

D a l a m 
r a n g k a i -
an kegiatan 
t e r s e b u t , 
para peserta 
m e n y i m a k 
s a m b u t a n 
dari Menteri 
Imigrasi dan 
Pemasyara-
katan, Agus 
Andr ianto , 
dalam sam-
b u t a n n y a 
menyampai-
kan apresiasi 
atas dedikasi 
seluruh insan 
pemasyara-
k a t a n  d a n 
berharap mo-
mentum HBP 
ke-62 ini men-
jadi titik balik 
penguatan in-
tegritas serta 
p e l a y a n a n 
publik yang 
lebih prima.

S e b a g a i 
bentuk imple-
mentasi nyata 
dari arahan 
pusat, LPKA 
Palu melaksa-
nakan aksi 
sosial di se-
la-sela acara. 
I Putu Busana 
menyerahkan 
bantuan so-
s ia l  secara 
l a n g s u n g 
kepada lima 
orang perwa-

kilan keluarga anak binaan. 
Tak hanya itu, sebagai wu-
jud dukungan terhadap eko-
nomi kerakyatan, dilakukan 
pula penyerahan bantuan 
berupa gerobak usaha se-
cara simbolis kepada salah 
satu warga sekitar bernama 
Hendra.

Dalam kesempatannya, I 
Putu Busana menyampaikan 
bahwa kegiatan ini bukan 
sekadar seremonial, melain-
kan bentuk kehadiran nega-
ra di tengah masyarakat.

"Peringatan HBP ke-62 ini 
kami jadikan momentum 
untuk mempererat tali si-
laturahmi dengan keluarga 
anak binaan dan masyarakat 
sekitar. Melalui bantuan 
sosial dan dukungan sarana 
usaha ini, kami berharap 
dapat sedikit meringankan 
beban dan memotivasi war-
ga untuk terus produktif," 
ujar Putu.

Kebahagiaan juga ter-
pancar dari wajah Hendra, 
penerima bantuan gerobak 
usaha yang merasa sangat 
terbantu dengan perhatian 
dari pihak LPKA Palu.

"Saya sangat berterima 
kasih kepada LPKA Palu 
atas bantuan gerobak ini. 
Ini sangat berarti bagi saya 
untuk memulai usaha dan 
mencari nafkah bagi kelu-
arga. Semoga di usia ke-62 
ini, pemasyarakatan sema-
kin maju dan jaya," ucap 
Hendra.

Kegiatan tasyakuran 
diakhiri dengan prosesi pe-
motongan tumpeng sebagai 
simbol rasa syukur atas per-
jalanan panjang pengabdian 
Pemasyarakatan selama 62 
tahun. Meski dilaksanakan 
di lokasi yang berbeda, se-
mangat kebersamaan tetap 
terasa kuat di lingkungan 
LPKA Palu. Dengan seman-
gat HBP ke-62, LPKA Palu 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
publik dan memastikan 
pembinaan terhadap anak-
anak binaan berjalan secara 
optimal demi masa depan 
yang lebih baik.*/YAT

SULTENG RAYA - Ko-
dam XXIII/Palaka Wira 
(PW) menggelar Upacara 
Bendera Mingguan yang 
rutin dilaksanakan setiap 
hari Senin, di lapangan Ma-
kodam XXIII/Palaka Wira, 
Kota Palu, Sulawesi Tengah, 
Senin (4/5/2026).

Upacara bendera ber-
langsung dengan khidmat 
dan tertib. Bertindak selaku 
Inspektur Upacara adalah 
Dandenmadam XXIII/Pala-
ka Wira, Kolonel Kav Nug-
raha Yudha Prawiranegara, 
S.I.P.

Kegiatan tersebut diikuti 
oleh seluruh prajurit serta 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
di lingkungan Kodam XXI-
II/Palaka Wira. Seluruh 
rangkaian upacara berjalan 
lancar sesuai dengan tata 
upacara militer.

Pelaksanaan upacara 
bendera mingguan ini me-
rupakan salah satu wujud 
pembinaan satuan dalam 
rangka menanamkan ni-
lai-nilai disiplin, loyalitas, 
serta tanggung jawab bagi 
setiap prajurit dan PNS. 

KODAM XXIII/Palaka Wira saat menggelar Upacara Bendera 
Mingguan di lapangan Makodam XXIII/Palaka Wira, Kota Palu, 
Sulawesi Tengah, Senin (4/5/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Kodam XXIII/PW Gelar Upacara Bendera 
Mingguan, Perkuat Disiplin Prajurit

Selain itu, kegiatan ini 
juga menjadi sarana untuk 
memperkuat jiwa korsa dan 
meningkatkan semangat 
pengabdian dalam men-
jalankan tugas kepada bang-
sa dan negara.

Dengan terlaksananya 

kegiatan ini secara rutin, 
diharapkan seluruh perso-
nel Kodam XXIII/Palaka 
Wira senantiasa menjaga 
profesionalisme serta ke-
siapsiagaan dalam meng-
hadapi berbagai dinamika 
tugas.*/YAT

SULTENG RAYA - Upaya 
menjaga stabilitas harga dan 
ketersediaan bahan pokok 
terus dilakukan Polres Parigi 
Moutong (Parmout) melalui 
kegiatan Gerakan Pangan 
Murah (GPM) yang digelar 
pada Sabtu (2/5/2026) di 
Kelurahan Kampal, Keca-
matan Parigi.

Kegiatan yang dimulai 
sejak pukul 08.00 wita ini 
merupakan hasil kerja sama 
antara Polres Parigi Mou-
tong dengan Perum Bulog, 
sebagai bentuk kepedulian 

terhadap kebutuhan masy-
arakat akan bahan pangan, 
khususnya beras dengan 
harga terjangkau.

Dalam pelaksanaannya, 
masyarakat tampak antusias 
memanfaatkan kesempatan 
tersebut. Sebanyak 100 ki-
logram beras atau 20 sak 
berhasil disalurkan kepada 
warga. Seluruh rangkai-
an kegiatan berlangsung 
dengan tertib, aman, dan 
tanpa adanya keluhan dari 
masyarakat.

Kasat Binmas Polres Pari-

SULTENG RAYA - Kan-
tor Imigrasi Kelas I TPI Palu 
turut menghadiri kegiatan 
tasyakuran Hari Bakti Pe-
masyarakatan (HBP) ke-
62 yang dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Kelas IIA Palu, Senin 
(27/4/2026).

Kehadiran Imigrasi Palu 
diwakili oleh Kepala Seksi 
Lalu Lintas Keimigrasian, 
Mursalim, S.Kom., M.M., 
selaku Pelaksana Harian 
(Plh.) Kepala Kantor.

Peringatan HBP ke-62 
tahun ini mengangkat tema 
“Pemasyarakatan Kerja 
Nyata, Pelayanan Prima”, 
yang mencerminkan komit-
men jajaran pemasyarakatan 
dalam memberikan kont-
ribusi nyata kepada masy-
arakat melalui pembinaan 

yang berkelanjutan serta 
pelayanan yang profesional.

Kegiatan tasyakuran ber-
langsung dalam suasana 
khidmat dan penuh kebers-
amaan, dihadiri oleh Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Imigrasi Sulawesi 
Tengah, Kepala Kantor Wi-
layah Kementerian HAM 
Sulawesi Tengah, jajaran 
pemasyarakatan, unsur 
Forkopimda, serta instansi 
terkait lainnya. 

Momentum ini menjadi 
ajang silaturahmi sekaligus 
penguatan sinergi antarin-
stansi dalam mendukung 
pelaksanaan tugas dan fung-
si masing-masing.

Dalam kesempatan terse-
but, Mursalim menyampai-
kan apresiasi atas dedikasi 
jajaran pemasyarakatan 

dalam menjalankan tugas 
pembinaan serta pelayanan 
kepada warga binaan. “Kami 
mengucapkan selamat Hari 
Bakt i  Pemasyarakatan 
ke-62. Semoga semangat 
kerja nyata dan pelayanan 
prima terus menjadi lan-
dasan dalam memberikan 
kontribusi terbaik kepada 
masyarakat serta memper-
kuat sinergi antarinstansi,” 
ujarnya.

Melalui kehadiran dalam 
kegiatan ini, Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu menegaskan 
komitmennya untuk terus 
mendukung kolaborasi lin-
tas sektor, khususnya den-
gan jajaran pemasyarakatan, 
dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan publik 
serta pengabdian kepada 
masyarakat.*/YAT

ACARA pemotongan nasi tumpeng dalam kegiatan tasyakuran HBP ke-62 yang dilaksanakan di La-
pas Kelas IIA Palu, Senin (27/4/2026). FOTO: HUMAS KANTOR IMIGRASI PALU

Imigrasi Palu Ikut Meriahkan 
Perayaan HBP ke-62 di Lapas Palu

SEJUMLAH warga saat membeli beras dengan harga terjangkau me-
lalui kegiatan GPM yang digelar pada Sabtu (2/5/2026) di Kelurahan 
Kampal, Kecamatan Parigi. FOTO: DOK POLRES PARMOUT

Warga Parmout Serbu 
Beras Murah di GPM

gi Moutong, AKP Zulkufran, 
S.H., menjelaskan bahwa 
Gerakan Pangan Murah 
merupakan langkah kon-
kret Polri dalam membantu 
masyarakat menghadapi 
fl uktuasi harga bahan pokok 
di pasaran.

“Melalui kegiatan ini, 
kami ingin memastikan ke-
tersediaan pangan tetap 
terjaga dan dapat diakses 
oleh masyarakat dengan 
harga yang lebih terjang-
kau. Ini juga sebagai bentuk 
kehadiran Polri di tengah 
masyarakat dalam mem-
bantu meringankan beban 
ekonomi warga,” ujar AKP 
Zulkufran.

Ia juga menambahkan 
bahwa kegiatan serupa akan 
terus digalakkan sebagai 
bagian dari komitmen Pol-
res Parigi Moutong dalam 
mendukung program pe-
merintah terkait ketahanan 
pangan nasional.

Dengan terselenggaranya 
GPM ini, diharapkan dapat 
memberikan dampak posi-
tif serta menjaga daya beli 
masyarakat, khususnya di 
wilayah Parigi Moutong.*/
YAT
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Fitriana Sisilia Ludong, berupa :          
Sebidang tanah sesuai SHM No. 308/Dimpalon, LT 3.211 m2 an. Saoda Bulaeman, terletak di Jl. Trans Luwuk, Desa/Kel. 
Dimpalon, Kec. Kintom, Kab./Kota Banggai, Prov. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 327,500,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 69,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 07 Mei 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Agustinus Meinondo Lono, berupa : 
Sebidang tanah seluas 1.290 m2 sesuai SHM No. 75/Tentena tanggal 26/02/1982 an. Agustinus Meinondo Lono, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Lingkungan, No. (tidak terpasang) , Kelurahan Tentena (dahulu Desa Tentena), 
Kecamatan Pamona Puselemba (dahulu Wilayah Pamona Utara), Kabupaten Poso (dahulu Dati II Poso), Provinsi Sulawesi 
Tengah (dahulu Dati I Sulawesi Tengah). 
Harga Limit Lelang Rp. 334.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 71.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:05 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Amir, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 294 m² sesuai SHM No. 1106/Posona tanggal 20/11/2008 an. Amir, berikut bangunan diatasnya 

yang terletak di Jalan Lingkungan Dusun III Silandak, Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 266.110.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 56.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 434 m² sesuai SHM No. 005/Sigenti Selatan tanggal 28/01/2010 an. Amir, berikut bangunan 
diatasnya yang terletak di Jalan Trans-Sulawesi, Desa Sigenti Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong, Prov. 
Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 223.060.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 47.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:40 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Amalia Perkasa, berupa : 
a. Sebidang tanah kosong seluas 1.700 m2 sesuai SHM No.383/Tontouan tanggal 14/06/2013 an. David Haris yang terletak 

di Jalan Lingkungan Tontuoan, Kelurahan Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 449.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 95.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah kosong seluas 1.818 m2 sesuai SHM No.414/Tontouan tanggal 30/07/2013 an. David Haris yang terletak 
di Jalan Lingkungan Tontuoan, Kelurahan Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 460.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 97.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:35 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Gamin Jaya, berupa : 
a. Sebidang tanah kosong seluas 15.352 m² sesuai SHM No. 71/Pinotu tanggal 09/01/2009 an. Hj. Djurmin yang terletak di 

Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 39.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 9.000.000,- 

 
b. Sebidang tanah seluas 372 m² berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 134/Pinotu tanggal 09/12/2006 an. Hj. Jurmin 

yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Dusun III, Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu (dahulu Ampibobu), Kabupaten Parigi 
Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 205.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 44.000.000,- 

 
c. Sebidang tanah seluas 1.025 m² berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 162/Pinotu tanggal 05/02/2010 an. Lagasing 

yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Dusun III, Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Prov. 
Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 93.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 20.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Zulhan Raya, berupa : 
Sebidang tanah seluas 408 m2 sesuai SHM No. 1112/Kamonji tanggal 08/02/1990 an. Muh. Syukur, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Mangga No. 24, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten 
Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 393.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 83.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Hamzah Labaso, berupa : 
a. Dua bidang tanah dengan total luas 428 m2 yang dijual dalam satu paket sesuai SHM No. 00785/Silae tanggal 23/08/2011 

an. Uni Yuningsih seluas 102 m2 & SHM No. 01413/Silae tanggal 17/09/2013 an. Hamzah Labaso seluas 326 m2, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rantogau, Perumahan Silae Permai (Nomor Tidak Tertera), Kelurahan Silae, 
Kecamatan Ulujadi (dahulu Palu Barat), Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 504.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 106.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 172 m2 sesuai SHM No. 614/Lolu tanggal 11/03/1982 an. Uni Yuningsih, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Pattimura, Lorong Sintuwu I (Nomor Tidak Tertera), Kelurahan Lolu (dahulu Desa Lolu), 
Kecamatan Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kota Palu (dahulu Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 200.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 42.000.000,- 
 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
I Made Sudarta, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 13.726 m2 sesuai SHM No. 287/Laemanta tanggal 15/07/1991 an. Made Sudarta, berikut bangunan 

di atasnya yang terletak di Jalan Poros Kasimbar - Tambu, Desa Tovalo (dahulu Laemanta), Kec. Kasimbar (dahulu 
Ampibabo), Kab. Parigi Moutong (dahulu Donggala), Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 381.110.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 81.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 808 m2 sesuai SHM No. 856/Kasimbar tanggal 15/08/1991 an. I Made Sririt, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Poros Kasimbar - Tambu, Desa Tovalo (dahulu Desa Kasimbar), Kec. Kasimbar (dahulu 
Ampibabo), Kab. Parigi Moutong (dahulu Donggala), Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 320.050.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 68.000.000,- 
 

c. Sebidang tanah kosong seluas 5.468 m2 sesuai SHM No. 246/Laemanta tanggal 15/07/1991 an. I Nengah Kinang yang 
terletak di Jalan Lingkungan, Desa Tovalo (dahulu Laemanta), Kec. Kasimbar (dahulu Ampibabo), Kab. Parigi Moutong 
(dahulu Donggala), Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 54.680.000,-      Setoran Uang Jaminan Rp. 12.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:45 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 
Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Madia Taher, berupa : 
a. Sebidang tanah kosong seluas 7.063 m2 sesuai SHM No. 82/Tiwaa tanggal 16/08/1999 an. Madia Taher yang terletak di 

Jalan Lingkungan, Desa Tiwaa, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 149.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 32.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 1.050 m2 sesuai SHM No. 135/Tiwa'a tanggal 23/12/2004 an. Hj. Nurjayani, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, No. (tidak terpasang) , Desa Towu (dahulu Tiwa'a), Kecamatan Poso 
Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 295.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 62.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 21 Mei 2026 pukul 09:25 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 07 Mei 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PONDOK pesantren (ponpes) 
adalah tempat pendidikan yang 
seharusnya aman, bermartabat, 
dan mengedepankan perlindun-

gan terhadap santri. Para orangtua percaya 
menitipkan anak mereka ke pesantren bu-
kan sekadar demi menimba ilmu, melainkan 
juga untuk dibentuk akhlaknya.

Namun, kini kepercayaan itu kian me-
luntur karena predator seksual justru acap 
bersembunyi di balik tembok pesantren, 
di antara pemegang otoritas keagamaan. 
Pengasuh dan pemimpin pesantren yang 
semestinya menjadi pelindung dan pen-
gayom, malah kerap menjadi bagian dari 
‘pemangsa’ para santri.

Fakta bahwa pesantren menempati posisi 
kedua dalam pengaduan kekerasan seksual 
setelah perguruan tinggi, sebagaimana 
dicatat Komnas Perempuan, bukan seka-
dar angka. Ini adalah sinyal darurat. Ada 
masalah serius dalam sistem perlindungan 
di lembaga pendidikan, terutama yang 
berbasis keagamaan dengan konsep asrama 
seperti pesantren.

Kasus di Ponpes Ndolo Kusumo, Pati, 
Jawa Tengah, menjadi potret nyata terbaru 
dari ironi yang terus berulang itu. Dalam 
kasus Pati, puluhan santri perempuan didu-
ga menjadi korban dan pelakunya ialah pim-
pinan pesantren sendiri. Lebih memilukan, 
para korban berasal dari kelompok rentan, 
yakni yatim piatu dan keluarga kurang 
mampu. Ini bukan hanya kejahatan, me-
lainkan pengkhianatan terhadap amanah.

Yang tak kalah mengkhawatirkan ialah 
lambannya penanganan hukum. Laporan 
sudah masuk sejak 2024, tetapi aparat pe-
negak hukum baru bergerak setelah ada 
tekanan publik menghebat. Dua tahun 
setelah laporan pertama dilakukan, pelaku 
akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, celakanya, setelah ditetapkan 
sebagai tersangka, pelaku kejahatan keji 
itu tidak langsung ditahan. Bahkan, bela-
kangan ia mangkir dari panggilan penyidik 
dan diduga melarikan diri. Ini jelas sangat 
mencederai rasa keadilan.

Penegakan hukum yang lamban membu-
ka ruang bagi pelaku untuk melarikan diri, 
menghilangkan barang bukti, atau mengin-
timidasi saksi. Mestinya, aparat tidak boleh 
memberi celah sekecil apa pun. Ketegasan 
adalah harga mati dalam kasus kejahatan 
seksual, apalagi yang melibatkan anak dan 
lingkungan pendidikan.

Lebih dari itu, praktik menjaga nama 
baik lembaga dengan menutup-nutupi 
kasus harus dihentikan. Tidak ada alasan 
mengorbankan para santri yang menjadi 
korban demi melindungi nama baik insti-
tusi. Jika ada pembiaran, itu merupakan 
bentuk keterlibatan.

Negara harus hadir secara utuh. Penan-
ganan kasus tidak boleh parsial. Pendam-
pingan korban, perlindungan saksi, hingga 
pemulihan psikologis harus berjalan beri-
ringan dengan proses hukum. Korban tidak 
boleh dibiarkan berjuang sendiri.

Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. 
Penerapan pasal berlapis dari Undang-Un-
dang (UU) Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual (TPKS), UU Perlindungan Anak, 
dan KUHP adalah keharusan. Sanksi berat 
penting untuk diberikan karena perbuatan 
pelaku tidak hanya menghancurkan muru-
ah lembaga pendidikan agama, tetapi juga 
merusak masa depan anak bangsa.

Di sisi lain, kasus ini juga harus menjadi ti-
tik balik perihal pengawasan dan penerapan 
sistem perlindungan santri di lingkungan 
pesantren. Pesantren wajib berbenah den-
gan membangun sistem perlindungan yang 
ketat, transparan, dan akuntabel.

Kita tahu bahwa relasi kuasa yang tim-
pang antara pengajar atau tokoh agama dan 
murid, terutama di lembaga pendidikan 
keagamaan, selama ini kerap membuka 
peluang penyalahgunaan wewenang. Ketika 
otoritas berada di tangan satu pihak, potensi 
penyalahgunaan bisa muncul jika tidak 
diimbangi pengawasan yang kuat.

Karena itu, negara harus hadir untuk 
memastikan pengawasan atas sistem itu 
berjalan baik. Pada saat yang sama, pesan-
tren juga punya pekerjaan rumah besar 
untuk kembali pada jati dirinya sebagai 
ruang aman. Buktikan pesantren bukan 
sarang predator seksual. Pesantren harus 
mengembalikan muruah mereka sebagai 
lembaga pencetak manusia berakhlak.*Me-
dia Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Sekolah Rakyat dan Penegasan 
Negara atas Hak Pendidikan

PEMERINTAH terus memperkuat peran nega-
ra dalam menjamin pemenuhan hak pendidi-
kan melalui pengembangan program Sekolah 
Rakyat. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah 
strategis untuk memastikan bahwa akses pendi-
dikan tidak lagi bergantung pada kemampuan 
ekonomi, melainkan menjadi hak dasar yang 
dapat dirasakan seluruh anak Indonesia, teruta-
ma dari kelompok miskin dan rentan.

MENTERI So-
sial, Saiful-
lah Yusuf, 
menegaskan 

bahwa pembangunan Se-
kolah Rakyat menunjukkan 
keseriusan negara dalam 
memperluas jangkauan la-
yanan pendidikan. Ia men-
jelaskan bahwa pada tahun 
ini sebanyak 97 gedung per-
manen tengah dibangun di 
berbagai wilayah, dengan 
target dapat difungsikan 
mulai pertengahan tahun. 

Sebagian besar proyek 
pembangunan Sekolah 
Rakyat diproyeksikan sele-
sai tepat waktu, sementara 
lokasi lain tetap akan diman-
faatkan secara fungsional 
agar kegiatan belajar men-
gajar dapat segera berjalan.

Keberadaan gedung per-
manen ini dirancang untuk 
menampung hingga seribu 
siswa dalam satu kompleks 
pendidikan yang mencakup 
jenjang SD, SMP, dan SMA. 
Fasilitas yang disiapkan ti-
dak hanya ruang kelas, tetapi 
juga asrama, perpustakaan, 
laboratorium, serta sarana 
pendukung lain yang men-
unjang proses pembelajaran 

OLEH : HANIF RIDHO )*

tahun menjadi indikator bah-
wa program ini bergerak 
secara progresif dan membe-
rikan dampak nyata terhadap 
pemerataan pendidikan na-
sional.

Di sisi lain, pemerintah 
tetap menghadapi tantan-
gan dalam pembangunan, 
terutama di wilayah terting-
gal, terluar, dan terdepan. 
Saifullah Yusuf mengakui 
adanya kendala teknis seperti 
keterbatasan kontraktor dan 
biaya pembangunan yang 
lebih tinggi. Namun demi-
kian, upaya penyelesaian 
terus dilakukan agar tidak 
ada wilayah yang tertinggal 
dalam memperoleh akses 
pendidikan yang layak.

Komitmen pembangunan 
juga diperkuat oleh Kemen-
terian Pekerjaan Umum yang 
memastikan kualitas infrast-
ruktur Sekolah Rakyat tetap 
terjaga. 

Menteri Pekerjaan Umum, 
Dody Hanggodo, menjelas-
kan bahwa pembangunan 
ratusan sekolah dilakukan 
secara terintegrasi dengan 
konsep modern berbasis 
teknologi. Setiap kawasan 
dirancang sebagai pusat 
pembelajaran yang lengkap, 
dilengkapi laboratorium ke-
terampilan, pusat pembela-
jaran digital, fasilitas kese-
hatan, hingga ruang terbuka 
yang mendukung aktivitas 
siswa.

Pendekatan pembangunan 
yang komprehensif ini mem-
perlihatkan bahwa negara 
tidak hanya fokus pada ku-
antitas, tetapi juga kualitas 
pendidikan. Kehadiran fa-
silitas yang memadai men-
jadi faktor penting dalam 
menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif dan 
mendorong peningkatan 
kapasitas sumber daya ma-
nusia.

Sekretaris Kabinet, Teddy 
Indra Wijaya, menegaskan 
bahwa Sekolah Rakyat me-
rupakan bagian dari ko-
mitmen pemerintah dalam 
membuka kesempatan selu-
as-luasnya bagi seluruh anak 
Indonesia. Ia menyoroti bah-
wa persoalan putus sekolah 
masih terjadi, bahkan di 
wilayah yang dekat dengan 
pusat pemerintahan. Kon-
disi tersebut menjadi dasar 
perlunya langkah percepatan 
yang sistematis dan berke-
lanjutan.

Melalui program Sekolah 
Rakyat, pemerintah men-
gusung pendekatan terpadu 
dengan menjamin kebutuhan 
dasar siswa. Ketersediaan 
tempat tinggal, makanan 
bergizi, dan layanan kese-
hatan menjadi bagian dari 
upaya menciptakan kondisi 
belajar yang optimal. Kebija-
kan ini menegaskan bahwa 
pemenuhan hak pendidikan 
tidak dapat dipisahkan dari 
pemenuhan kebutuhan dasar 
lainnya.

Interaksi langsung peme-
rintah dengan calon siswa 
juga menunjukkan adanya 
pendekatan yang lebih hu-
manis. Kisah anak-anak yang 
sebelumnya tidak memiliki 
akses pendidikan formal kini 
mulai memiliki harapan baru 
menjadi gambaran konkret 
dampak program ini. 

Munculnya berbagai ci-
ta-cita dari para siswa men-
cerminkan bahwa akses pen-
didikan mampu membuka 
peluang masa depan yang 
lebih luas.

Secara keseluruhan, Se-
kolah Rakyat menjadi re-
presentasi nyata kehadiran 
negara dalam menjawab 
persoalan ketimpangan pen-
didikan. Program ini tidak 
hanya memperluas akses, 
tetapi juga memperkuat 
kualitas dan keberlanjutan 
pendidikan bagi kelompok 
rentan. 

Dengan langkah yang 
terencana dan kolaboratif, 
pemerintah menunjukkan 
bahwa pendidikan adalah 
tanggung jawab negara yang 
harus dipenuhi secara adil 
dan merata di seluruh wila-
yah Indonesia.

Keberlanjutan program Se-
kolah Rakyat menjadi kunci 
dalam memastikan dampak 
jangka panjang terhadap 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia Indonesia. 
Pemerintah menempatkan 
program ini tidak sekadar 
sebagai solusi sementara, 
melainkan sebagai bagian 
dari strategi nasional dalam 
membangun generasi yang 
tangguh, mandiri, dan ber-
daya saing. 

Dengan penguatan tata 
kelola, peningkatan kuali-
tas tenaga pendidik, serta 
perluasan jangkauan la-
yanan hingga ke wilayah 
terpencil, Sekolah Rakyat 
diharapkan mampu menja-
di fondasi kuat bagi peme-
rataan pendidikan. Langkah 
ini sekaligus menegaskan 
bahwa negara hadir seca-
ra nyata dalam menjamin 
setiap anak memperoleh ke-
sempatan yang sama untuk 
meraih masa depan yang 
lebih baik. )* Penulis adalah 
kontributor Lingkar Khatulis-
tiwa Institute 

secara menyeluruh. Pende-
katan ini menegaskan bahwa 
negara tidak hanya membuka 
akses, tetapi juga memastikan 
kualitas lingkungan pendi-
dikan.

Saifullah Yusuf meman-
dang Sekolah Rakyat sebagai 
bagian dari visi besar Presi-
den Prabowo Subianto dalam 
mengangkat anak-anak dari 
keluarga kurang mampu agar 
memiliki kesempatan yang 
sama untuk berkembang. 
Program ini diarahkan agar 
lulusan tidak hanya mem-
peroleh pendidikan formal, 
tetapi juga mampu menjadi 
agen perubahan di lingkun-
gan masing-masing. Dengan 
demikian, pendidikan diposi-
sikan sebagai instrumen pen-
ting dalam memutus rantai 
kemiskinan.

Pengembangan Sekolah 
Rakyat juga disertai target 
jangka panjang yang ambisi-
us. Pemerintah mendorong 
kehadiran minimal satu se-
kolah di setiap kabupaten 
dan kota, sehingga kapasitas 
layanan pendidikan dapat 
menjangkau ratusan ribu 
siswa. Peningkatan jumlah 
peserta didik dari tahun ke 

OLEH : PERDANA WAHYU SANTOSA

MENGIDEN-
TIFIKASI ru-
piah hari ini 
hanya dar i 

angka nominalnya mungkin 
merupakan kekeliruan fatal. 
Kita tidak sedang berada 
dalam krisis kepercayaan 
sistemik seperti dulu; kita se-
dang menavigasi badai global 
yang jauh lebih kompleks di 
tahun 2026 ini. Ketidakpas-
tian global yang dipicu oleh 
eskalasi konflik di Timur 
Tengah telah mengubah peta 
risiko secara drastis.

Lonjakan harga minyak 
dunia bukan hanya mengan-
cam inflasi global, tetapi juga 
mempersempit ruang bagi 
bank sentral dunia untuk 
menurunkan suku bunga. Di 
tengah situasi ini, Indonesia 
berdiri dengan fundamen-
tal yang jauh lebih kokoh. 
Cadangan devisa kita pada 
akhir Maret 2026 tercatat 

MENGENANG Mei 1998 bagi seorang ekonom 
moneter adalah melihat sebuah luka pedih 
dalam sejarah mata uang kita. Saat itu, rupiah 
terjun bebas dari kisaran Rp2.500 ke kisaran 
Rp16.000-Rp17.000 per dolar AS hanya dalam 
hitungan bulan. Hari ini, 28 tahun sejak gelom-
bang reformasi itu bermula, kita kembali meli-
hat rupiah berada di level yang secara nominal 
tampak mirip, namun tentu dengan anatomi 
masalah yang sangat berbeda. 

sebesar 148,2 miliar dolar 
AS. Angka ini bukan sekadar 
statistik, melainkan “peluru” 
yang cukup untuk memitigasi 
dampak rambatan eksternal 
dan menjaga stabilitas nilai 
tukar dari volatilitas yang 
berlebihan.

Sinergi sebagai Benteng 
Pertahanan 

Akar persoalan rupiah saat 
ini bukanlah rapuhnya per-
bankan domestik, melainkan 
tekanan pada neraca pem-
bayaran akibat aliran modal 
keluar (net outflows) yang 
mencapai 1,6 miliar dolar AS 
pada Maret 2026. Namun, 
yang menarik adalah bagai-
mana otoritas kita merespons. 
Berbeda dengan era 1998 yang 
penuh kepanikan, saat ini kita 
melihat sinergi yang sangat 
erat antara kebijakan moneter 
Bank Indonesia dan kebijakan 
fiskal Kementerian Keuangan. 

Menjaga Rupiah: Refleksi 28 Tahun 
Reformasi dan Tantangan Geopolitik Baru

Pemerintah tidak lagi ber-
jalan sendiri-sendiri. Fokus 
kebijakan fiskal 2026 tetap 
pada penguatan fundamental 
melalui investasi publik yang 
memiliki multiplier effect 
besar, seperti pengembangan 
kawasan ekonomi baru di 
Kalimantan yang dirancang 
untuk mendukung transfor-
masi ekonomi nasional. 

Di sisi lain, Bank Indonesia 
memperkuat strategi operasi 
moneter yang pro-market. 
Penggunaan instrumen se-
perti Sekuritas Rupiah Bank 
Indonesia (SRBI) secara efektif 
menarik aliran masuk inve-
stasi portofolio asing den-
gan menawarkan imbal hasil 
yang kompetitif di tengah 
tingginya ketidakpastian. Ini 
adalah langkah elegan untuk 
memastikan likuiditas tetap 
terjaga tanpa harus men-
guras cadangan devisa secara 
ugal-ugalan. 

Namun, kita tidak boleh 
menutup mata terhadap pan-
dangan skeptis yang menilai 
bahwa ketergantungan pada 
investasi portofolio (hot mo-
ney) membuat rupiah rentan 
terhadap pembalikan modal 
mendadak. Pandangan ini 
ada benarnya, namun gagal 
melihat gambaran besarnya. 
Otoritas moneter kita kini 
lebih cerdik dengan mengop-
timalkan Kebijakan Likuiditas 
Makroprudensial (KLM) un-
tuk mendorong pembiayaan 
ke sektor-sektor produktif 
dan hilirisasi. Artinya, stabili-

tas rupiah tidak hanya dijaga 
di pasar uang, tetapi juga di 
“sektor riil” agar ekonomi 
tetap tumbuh di atas 5,1% 
pada tahun 2026 meski dunia 
melambat.

Menatap Enam Bulan ke Depan 
Prediksi untuk enam bulan 

ke depan menunjukkan bah-
wa tekanan belum akan me-
reda sepenuhnya. Inflasi glo-
bal diproyeksikan meningkat 
dari 3,8% menjadi 4,1%. Bagi 
rumah tangga di Indonesia, 
ini berarti harga barang im-
por atau barang yang ber-
basis energi mungkin akan 
mengalami penyesuaian. Di 
sinilah peran krusial sinergi 
Tim Pengendalian Inflasi 
Pusat dan Daerah (TPIP/
TPID) untuk memastikan 
ekspektasi masyarakat tetap 
terkendali. 

Kepercayaan pasar adalah 
komoditas yang mahal dan 
ia dibangun dari transparansi 
serta konsistensi kebijakan. 
Kita juga melihat langkah 
progresif dalam digitalisasi 
pembayaran lintas negara, 
seperti peluncuran QRIS an-
tarnegara dengan Korea Sela-
tan pada April 2026. Langkah 
ini secara implisit mengu-
rangi ketergantungan kita 
pada mata uang utama dunia 
dalam transaksi ritel regional, 
yang dalam jangka panjang 
akan memperkuat kedaula-
tan rupiah. Ini adalah bentuk 
inovasi yang tidak pernah 
terbayangkan 28 tahun lalu.

Penutup 
Rupiah adalah cermin dari 

daya tahan ekonomi bangsa. 
Stabilitasnya saat ini adalah 
buah dari disiplin fiskal dan 
ketajaman moneter yang 
telah melewati ujian berat 
berkali-kali. Tantangan 2026 
memang menantang, dengan 
geopolitik dan fragmentasi 
perdagangan global di depan 
mata. Namun, selama sinergi 
antara otoritas terjaga dan 
kepercayaan publik dirawat 
melalui kebijakan yang manu-
siawi, rupiah akan tetap men-
jadi jangkar yang kokoh bagi 
bahtera ekonomi Indonesia. 

Kita telah belajar banyak 
dari 1998; dan pelajaran ter-
pentingnya adalah bahwa 
stabilitas tidak bisa dibeli 
dengan kepanikan, melain-
kan dengan ketenangan dan 
strategi yang matang. Pada 
akhirnya, menjaga rupiah 
bukan hanya tugas teknokrat 
di Kemenkeu atau BI, me-
lainkan komitmen kolektif 
untuk terus menjaga stabilitas 
di tengah badai yang belum 
akan usai. Rupiah yang stabil 
adalah bukti bahwa kita bu-
kan lagi bangsa yang mudah 
goyah oleh rumor, melainkan 
sebuah ekonomi yang telah 
dewasa dalam mengelola 
krisis dan peluang. Penulis: 
Profesor Ekonomi, Dekan FEB 
Universitas YARSI, Direktur 
Riset GREAT Institute, dan 
CEO SAN Scientific  *Sin-
doNews.Com

Jauhkan 
Pesantren dari 

Predator 
Seksual



Progres Cetak Sawah Baru di 
Kabupaten Sigi Capai 103 Hektare

Mensos: Sekolah Rakyat Siap 
Luluskan 453 Siswa Pada Tahun Ini
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Srikandi Garda Terdepan Penurunan Stunting

MATAHARI pagi menam-
pakkan sinarnya untuk meng-
hangatkan jalanan desa yang 
basah akibat hujan semalam 
di Desa Celep, Kecamatan Ke-
dawung, Kabupaten Sragen. 

Di teras pendapa Balai 
Desa, tampak sejumlah ibu-

ibu menata bronjong atau ke-
ranjang yang ia letakkan jok 
belakanganya sepeda motor 
miliknya. Mereka adalah ka-
der Tim Pendamping Keluarga 
(TPK) Keluarga Berencana 
(KB) yang bertugas memberi 
edukasi mengenai kesehatan 

keluarga dan pendampingan 
langsung kepada keluarga. 

Pagi itu, mereka berkum-
pul menunggu mobil Satuan 
Pelayanan Pemenuhan Gizi 
(SPPG) untuk menyalurkan 
program Makan Bergizi Gratis 
(MBG) untuk ibu hamil dan 

menyusui atau MBG Bumil 
dan Busui (2B). Program MBG 
2B merupakan program pem-
berian makan bergizi gratis 
kepada ibu hamil dan men-
yusui yang bertujuan untuk 

MENYAPA NUSANTARA

ANAK SEKOLAH melintasi jembatan yang dibangun Kodam XIII/Merdeka. Jembatan Beton Garuda tersebut menghubungkan Desa Kalongan Selatan-Desa Alude, Kecamatan Kalongan, 
Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. FOTO: ANTARA/HO-KODAM XIII/MERDEKA

Manado,  (ANTARA) 
- Kodam XIII/Merdeka 
membangun Jembatan Be-
ton Garuda yang menghu-
bungkan Desa Kalongan 
Selatan-Desa Alude, Keca-
matan Kalongan, Kabupa-
ten Kepulauan Talaud, Su-
lawesi Utara.

“Pembangunan jembatan 
tersebut dilaksanakan oleh 
Kodim 1312/Talaud ber-
sama masyarakat setem-
pat, kini telah rampung 
100 persen. Pembangunan 
jembatan ini menjadi bukti 
nyata sinergi antara TNI 
dan warga dalam mening-
katkan infrastruktur desa,” 
kata Pangdam XIII/Merde-
ka  Mayjen Mirza Agus di 
Manado, Selasa.

Jembatan berukuran 4x4 
meter tersebut dibangun 
melintasi Sungai Mangu-

tu,  menjadi penghubung 
vital antara Desa Kalongan 
Selatan dan Desa Alude.

Kehadiran jembatan ini 
tidak hanya memperlan-
car mobilitas masyarakat, 
tetapi juga telah meningkat-
kan perekonomian warga 
setempat, khususnya dalam 
mendukung distribusi hasil 
pertanian serta akses menu-
ju lahan perkebunan.

“Program pembangunan 
ini juga merupakan bagian 
dari kebijakan Presiden 
RI Jenderal TNI (Purn) 
Prabowo Subianto dalam 
mempercepat pemban-
gunan infrastruktur di 
daerah terpencil dan per-
batasan, guna mendorong 
pemerataan kesejahteraan 
masyarakat di seluruh wi-

KEPALA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) 
Kabupaten Sigi Afit Lamakarate saat ditemui awak media menjelas-
kan terkait progres program cetak sawah baru di Sigi, Sulteng, Rabu 
(6/5/2026). FOTO: ANTARA/MOH SALAM

Jakarta, (ANTARA)  - 
Menteri Sosial (Mensos) 
Saifullah Yusuf mengatakan 
Sekolah Rakyat di tahun 
pertama operasionalnya siap 
meluluskan 453 siswa yang 
berasal dari berbagai ting-
katan yang diarahkan untuk 
menempuh jalur pendidikan 
lebih tinggi maupun bekerja.

“Tahun ini, tahun pertama 
ini, kita akan meluluskan 
453 siswa Sekolah Rakyat. 
Ini adalah anak-anak yang 
sudah di-assesment, dilaku-
kan pendampingan dinilai 
sudah bisa mengikuti ujian 
akhir di tingkat SD, SMP 
maupun SMA,” kata Mensos 
Saifullah Yusuf dalam kon-
ferensi pers di Kantor Badan 
Komunikasi Pemerintah 
(Bakom) di Jakarta, Rabu.

Secara rinci anak-anak 
tersebut adalah 329 siswa 
SD, 113 siswa SMP dan 11 

Sigi, (ANTARA) - Pe-
merintah Kabupaten Sigi, 
Sulawesi Tengah (Sul-
teng) menyebutkan sudah 
menyelesaikan progres 
program cetak sawah baru 
di daerah itu mencapai 103 
hektare.

“Jadi tahap satu kan 
masuk tender sebesar 
303 hektare dan masuk 
adendum jadi 288 hektare 
dan yang selesai hanya 
103 hektare,” kata Kepala 
Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perke-
bunan (TPHP) Kabupaten 
Sigi Afit Lamakarate saat 
ditemui awak media di 
Kalukubula, Rabu.

Ia mengemukakan dari 
total 103 hektare terse-

MENSOS Saifullah Yusuf (kiri) dan Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, 
Rabu (6/5/2026). FOTO:  ANTARA/FATHUR ROCHMAN

but,  yang siap untuk diga-
rap menjadi sawah sebesar 
30 hektare. “Yang sudah 
siap tanam itu baru 30 

hektare,” ucapnya.
Menurut dia, seluruh ke-

siswa di tingkat SMA.
Sebagai langkah lanjutan, 

pihak Kementerian Sosial 
sudah melakukan bimbin-

gan untuk siswa yang lulus 
di tingkat SMA dengan lima 
di antara ingin melanjutkan 
ke perguruan tinggi, empat 

orang ingin menjadi TNI 
dan dua sisanya masih be-

Baca SRIKANDI Hal. 7
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Di balik capaian terse-
but, dukungan pemerintah 
daerah turut menguatkan 
langkah mereka. Bupati Sigi, 
Mohamad Rizal Intjenae, 
bersama Ketua TP PKK 
Sigi, Siti Halwiah, meneri-
ma langsung ketiga talenta 
muda itu di kediaman Bupa-
ti di Dolo, Selasa (5/5/2026) 
petang.

Pertemuan tersebut bukan 
sekadar seremoni, tetapi 
menjadi ruang motivasi bagi 
para peserta yang tengah 
berjuang membawa nama 
daerah di kancah nasional. 
Hadir pula manajer peserta, 
Randi Rafael, serta Ketua 
Dewan Kesenian Sigi (DKS), 
Akbar, bersama pengurus 

harian Haekal Akbar, seba-
gai representasi dukungan 
ekosistem seni lokal.

Bupati Sigi menilai keber-
hasilan tersebut lahir dari 
proses panjang yang tidak 
mudah. Ketiganya dinilai 
mampu menunjukkan kua-
litas, ketekunan, dan mental 
bertanding yang kuat.

“Ini adalah bukti bahwa 
anak-anak daerah mampu 
bersaing di tingkat nasional. 
Mereka telah menunjukkan 
kerja keras dan semangat 
luar biasa,” ujar Rizal.

Ia menegaskan, Pemer-
intah Kabupaten Sigi akan 
terus mendorong lahirnya 
talenta-talenta baru melalui 
pembinaan berkelanjutan, 

khususnya di bidang seni 
dan budaya.

Lebih jauh, Bupati juga 
mengajak masyarakat untuk 
turut ambil bagian dalam 
perjalanan ketiga peserta ter-
sebut dengan memberikan 
dukungan moral.

“Dukungan masyarakat 
akan menjadi energi besar 
bagi mereka. Mari kita doa-
kan agar bisa memberikan 
yang terbaik dan meng-
harumkan nama daerah,” 
katanya.

Kepada Vania, Shila, dan 
Ayu, ia berpesan agar tetap 
menjaga konsistensi, seman-
gat, dan sikap rendah hati di 
setiap tahapan kompetisi.

“Perjalanan ini baru awal. 

Tetap fokus, jaga semangat, 
dan terus belajar,” pesannya.

Kisah mereka kini menjadi 
inspirasi bagi generasi muda 
Sigi bahwa keterbatasan bu-
kan halangan untuk meraih 
prestasi. Dari panggung 
desa menuju panggung na-
sional, langkah mereka men-
jadi simbol harapan baru 
bagi dunia seni di Sulawesi 
Tengah.

Pemerintah Kabupaten 
Sigi pun memastikan akan te-
rus hadir mendukung setiap 
potensi anak daerah sebagai 
bagian dari upaya memban-
gun generasi kreatif, inovatif, 
dan berdaya saing hingga 
ke tingkat nasional maupun 
internasional.FRY

Dihadapan para pejabat 
yang hadir, Bupati Erwin 
Burase menegaskan bahwa 
kerja sama tersebut bukan 
hanya memenuhi aspek le-
galitas, tetapi juga menjadi 
pijakan dalam mendorong 
praktik good governance 
yang lebih nyata dan teru-
kur.

“Sinergi ini kami harapkan 
mampu menghadirkan sis-
tem pengelolaan keuangan 
yang lebih baik, sekaligus 
meningkatkan kualitas pe-
rencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah,” 
ujarnya dengan nada opti-
mistis.

Lebih jauh, ia memaknai 
MoU tersebut sebagai bagian 
dari gerakan berkelanjutan 
dalam reformasi birokrasi 
yakni membangun aparatur 
yang tidak hanya efisien, 
tetapi juga responsif ter-
hadap kebutuhan masyara-

kat. Mulai dari peningkatan 
kualitas pelayanan publik 
hingga penguatan mitigasi 
risiko, semua diarahkan 
untuk mencegah potensi 
penyimpangan sejak dini.

Di sisi lain, Kepala Perwa-
kilan BPKP Sulteng, Agus 
Yulianto, memandang kerja 
sama tersebut sebagai lang-
kah progresif yang patut 
diapresiasi. Ia memahami 
kompleksitas wilayah Pa-
rigi Moutong yang luas, 
dengan ratusan desa dan 
puluhan kecamatan, yang 
tentu membutuhkan sistem 
pengawasan yang adaptif 
dan kuat.

Namun, ada pendekatan 
berbeda yang ditawarkan. 
Agus menekankan peruba-
han paradigma—dari seka-
dar “pengawasan” menjadi 
“pengawalan”.

“Kami ingin hadir bukan 
untuk menakuti, tetapi men-

dampingi. Istilah ‘penga-
walan’ kami pilih agar lebih 
humanis, sehingga pemerin-
tah daerah merasa nyaman 
dalam menjalankan tata 
kelola yang baik,” jelasnya.

Dalam era keterbukaan 
informasi yang serba cepat, 
ia juga mengingatkan bahwa 
akuntabilitas kini menja-
di keniscayaan. Kesalahan 
sekecil apa pun, kata dia, 
berpotensi menjadi soro-
tan publik dalam hitungan 
detik.

Melalui kerja sama ini, 
BPKP membuka ruang 
konsultasi seluas-luasnya 
bagi jajaran Pemda Pari-
gi Moutong—baik secara 
formal maupun informal—
terkait manajemen risiko 
dan pengelolaan keuangan. 
Harapannya, Inspektorat 
daerah benar-benar mampu 
berperan sebagai mitra stra-
tegis kepala daerah dalam 

menjaga arah kebijakan tetap 
berada di jalur yang benar.

Pertemuan perdana terse-
but tidak hanya menjadi se-
remoni, tetapi juga penanda 
dimulainya proses panjang 
pembenahan tata kelola. Se-
buah ikhtiar bersama untuk 
memastikan bahwa setiap 
rupiah yang dikelola pe-
merintah bermuara pada 
kesejahteraan masyarakat, 
peningkatan kualitas pendi-
dikan, dan penurunan angka 
kemiskinan.

Turut menyaksikan pro-
sesi tersebut, sejumlah peja-
bat penting lingkup Pemda 
Parigi Moutong, mulai dari 
Inspektur Inspektorat, Ke-
pala Bappelitbangda, Kepala 
BPKAD, hingga perwakilan 
sejumlah perangkat daerah 
lainnya, menjadi bagian dari 
komitmen kolektif yang kini 
mulai ditata lebih kuat dan 
terarah. AJI

Di Parigi Moutong, kabar 
ini disambut dengan rasa 
bangga. Bupati H. Erwin 
Burase menyebut capaian 
Taslim sebagai cerminan 
kualitas generasi muda 
daerah yang religius se-
kaligus kompetitif di level 
global.

“Prestasi Ananda Tas-
lim adalah bukti nyata 
bahwa putra daerah Parigi 

Moutong mampu bersaing 
di tingkat internasional. 
Nilai 95 itu bukan sekadar 
angka, melainkan wujud 
dedikasi dan kecintaan 
yang mendalam terhadap 
Al-Qur’an,” ujarnya.

L e b i h  d a r i  s e k a d a r 
kompetisi, perjalanan ini 
menjadi simbol harapan. 
Dari ruang-ruang belajar 
sederhana hingga pang-

gung megah internasional, 
Taslim membawa cerita 
tentang ketekunan, doa, 
dan dukungan kolektif dari 
kampung halaman.

Pesan pun disampaikan 
Bupati kepada kedua dele-
gasi tersebut—agar menja-
ga kesehatan, meluruskan 
niat, dan memberikan pe-
nampilan terbaik. Sebab 
dibalik setiap lantunan ayat 

yang akan dikumandang-
kan, ada doa dan harapan 
masyarakat Sulawesi Ten-
gah yang ikut mengiringi.

Kini, langkah Taslim dan 
Sunarti bukan lagi milik 
pribadi. Ia telah menja-
di inspirasi—bahwa dari 
daerah, dari desa, dari ke-
sederhanaan, lahir cahaya 
yang mampu menerangi 
panggung dunia. AJI

wai PLN UP3 Tahuna ini 
menyasar 10 anak panti 
asuhan dengan bantuan 
berupa 40 kg beras, telur, 
makanan ringan, serta ber-
bagai bahan pangan esensial 
lainnya. Sejak awal kegiatan, 
suasana hangat dan penuh 
keakraban begitu terasa. 
Senyum tulus anak-anak 
panti menyambut keda-
tangan rombongan PLN, 
menjadi pengingat bahwa 
kehadiran perusahaan tidak 
hanya diukur dari infrast-
ruktur kelistrikan, tetapi 
juga melalui perhatian yang 
menyentuh hati.

General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi Sula-
wesi Utara, Sulawesi Ten-
gah, dan Gorontalo (UID 
Suluttenggo), Usman Ban-
gun, menyampaikan bahwa 
aksi sosial ini merupakan 
representasi dari nilai-nilai 
kemanusiaan yang menjadi 
landasan kerja insan PLN.

“Kami meyakini bahwa 

keberlanjutan perusahaan 
harus berjalan selaras den-
gan kesejahteraan masy-
arakat di sekitar wilayah 
operasional. Melalui PLN 
UP3 Tahuna, kami ingin 
memastikan bahwa energi 
yang kami salurkan bukan 
sekadar aliran listrik, me-
lainkan juga energi kasih 
dan kepedulian yang mam-
pu meringankan beban sesa-
ma,” ungkap Usman.

Usman menambahkan 
bahwa kegiatan seperti ini 
akan terus didorong di unit 
lainnya. 

“PLN hadir sebagai ba-
gian dari keluarga besar 
masyarakat. Kami ingin 
setiap anak di Panti Asuhan 
Imanuel merasa didukung 
dan memiliki harapan besar 
untuk masa depan mereka. 
Inilah wujud nyata dari 
sinergi PLN untuk bangsa,” 
tegas Usman.

Senada dengan hal ter-
sebut, Manager PLN UP3 

Tahuna, RM Dimas Adhi 
Prabowo, menegaskan bah-
wa kegiatan ini adalah ben-
tuk tanggung jawab moral 
dan komitmen PLN untuk 
terus hadir lebih dekat den-
gan pelanggan dan masya-
rakat di wilayah kepulauan.

“PLN tidak hanya bertu-
gas menghadirkan listrik 
sebagai sumber energi untuk 
aktivitas ekonomi, tetapi juga 
menghadirkan energi kepe-
dulian bagi sesama. Melalui 
aksi sosial ini, kami ingin 
berbagi kebahagiaan dan 
memastikan kehadiran PLN 
dirasakan secara nyata. Kami 
percaya, sekecil apa pun ke-
baikan yang diberikan, akan 
membawa dampak besar 
bagi mereka yang membu-
tuhkan,” ungkap Dimas.

Rasa syukur mendalam 
datang dari pihak panti 
asuhan. Ibu Agnes, sela-
ku pendamping anak-anak 
Panti Asuhan Imanuel, 
menyampaikan apresiasi 

atas perhatian konsisten 
yang diberikan oleh PLN.

“Kami sangat terharu dan 
bersyukur atas kunjungan 
serta bantuan yang diberi-
kan. Bagi kami, ini bukan 
hanya sekadar pemberian 
fisik, tetapi tentang kasih 
dan perhatian yang tulus. 
Bantuan ini sangat berarti 
untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari anak-anak kami. 
Semoga seluruh keluarga 
besar PLN senantiasa diberi-
kan kelancaran dalam men-
jalankan tugas mulianya,” 
tuturnya.

Kegiatan ini menjadi buk-
ti bahwa peran PLN UP3 
Tahuna melampaui tugas 
teknis penyediaan energi. 
Dengan semangat berbagi, 
PLN berkomitmen untuk 
terus mempererat kebersa-
maan dengan masyarakat, 
membawa terang tidak ha-
nya ke rumah-rumah, tetapi 
juga ke dalam hati mereka 
yang membutuhkan.*HJ

serta akselerasi digital yang 
mendorong efisiensi dan 
perluasan layanan kepada 
nasabah.

Direktur Utama BSI Ang-
goro Eko Cahyo menambah-
kan, Fundamental yang kuat 
juga mendorong keperca-
yaan masyarakat terhadap 
terhadap BSI. Terbukti dari 
meningkatnya jumlah nasa-
bah yang pada tahun 2025 
mencapai lebih dari 2 juta 
orang sehingga total nasa-
bah mencapai 23 juta pada 
akhir tahun. 

Lebih lanjut Anggoro 
menyatakan kebijakan divi-
den tetap dijalankan secara 
seimbang antara memberi-
kan return optimal kepada 
pemegang saham dan men-
jaga kekuatan permodalan 
untuk mendukung ekspansi 
bisnis ke depan. 

“Kami adalah bank sy-
ariah yang terus tumbuh 

terlebih setelah memiliki 
dual licence sebagai bank 
syariah dan juga bullion 
bank,” kata Dirut Anggoro 
Eko Cahyo usai RUPST, 
Selasa (5/5). 

Dengan strategi tersebut, 
BSI optimistis dapat terus 
memperkuat perannya se-
bagai pemimpin industri 
perbankan syariah nasional 
sekaligus motor penggerak 
ekosistem ekonomi syariah 
di Indonesia. 

Secara keseluruhan, terd-
apat sembilan (9) mata acara 
yang diputuskan dalam 
RUPST Tahun Buku 2025 
PT Bank Syariah Indonesia 
(Persero) Tbk, meliputi:

1.Persetujuan Laporan 
Tahunan dan Pengesahan 
Laporan Keuangan Per-
seroan, serta Persetujuan 
Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Tahun 
Buku 2025, sekaligus pem-

berian Pelunasan dan Pem-
bebasan Tanggung Jawab 
Sepenuhnya (volledig acquit 
et de charge) kepada Direksi 
atas Tindakan Pengurusan 
Perseroan dan Dewan Ko-
misaris atas Tindakan Pen-
gawasan Perseroan yang te-
lah dijalankan selama Tahun 
Buku 2025. 

2.Persetujuan penggun-
aan laba bersih Perseroan 
untuk tahun buku 2025.

3.Penetapan Gaji/Hono-
rarium berikut Fasilitas dan 
Tunjangan Tahun Buku 
2026 dan Remunerasi atas 
Kinerja Tahun Buku 2025 
yang ditetapkan untuk Di-
reksi, Dewan Komisaris, dan 
Dewan Pengawas Syariah 
Perseroan.

4.Penunjukan Akuntan 
Publik di Kantor Akuntan 
Publik untuk mengaudit 
Laporan Keuangan Per-
seroan Tahun Buku 2026.

5.Pendelegasian Kewe-
nangan Persetujuan Rencana 
Jangka Panjang Perseroan 
(RJPP) 2026-2030, dan Ren-
cana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) Tahun 
2027 beserta perubahannya 
dari RUPS kepada pihak 
yang ditunjuk RUPS. 

6.Laporan Realisasi Peng-
gunaan Dana Hasil Pena-
waran Umum Berkelanjutan 
Sukuk Mudharabah Berlan-
daskan Keberlanjutan Berke-
lanjutan I Bank BSI Tahap II 
Tahun 2025. 

7.Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan. 

8.Perubahan Susunan 
Anggota Dewan Komisaris 
Perseroan.

9.Penegasan Penyesuaian 
Masa Jabatan Anggota Di-
reksi, Dewan Komisaris, dan 
Dewan Pengawas Syariah 
dengan Anggaran Dasar 
Perseroan. RHT
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Informasi yang dihim-
pun, keempat terduga tero-
ris yang ditangkap di Poso 
masing-masing berinisial 
AT, RP, RL dan ZA, semen-
tara empat lainnya belum 
diketahui.

Usai penangkapan di To-
moli Utara, petugas langs-
ung melakukan penggele-
dahan di rumah terduga. 
Dari hasil penggeledahan, 
aparat menemukan sejum-
lah barang bukti berupa 
enam bilah parang, telepon 

genggam, serta kartu ATM. 
Kepala Dusun I Desa 

Tomoli Utara, Jufri Haruji, 
mengatakan warga yang di-
amankan selama ini dikenal 
sebagai penjual buah dan 
beraktivitas seperti biasa 
di lingkungan masyarakat. 

 “Yang bersangkutan 
kesehariannya berjualan 
buah, sehingga tidak me-
nimbulkan kecurigaan di-
lingkungan warga,” ujar 
Jufri.

Ia menambahkan, pe-

nangkapan tersebut men-
gejutkan warga karena 
tidak ada aktivitas men-
curigakan yang terlihat 
sebelumnya.

 Saat ini, seluruh terdu-
ga teroris telah dibawa 
oleh tim Densus 88 untuk 
menjalani pemeriksaan 
lebih lanjut. Aparat keama-
nan juga masih melakukan 
pengembangan guna me-
nelusuri kemungkinan ada-
nya keterlibatan pihak lain 
dalam jaringan tersebut. AMR
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meningkatkan asupan 
gizi, mencegah stunting, 
serta mendukung kese-
hatan ibu hamil dan men-
yusui. 

Di Kecamatan Keda-
wung, program MBG 2B 
telah dilaksanakan sejak 
Januari 2026 dan telah 
berjalan di sepuluh desa. 
Hingga saat ini, tercatat 
sebanyak 982 ibu hamil dan 
menyusui telah menerima 
manfaat dari program yang 
bertujuan untuk menurun-
kan angka stunting terse-
but. 

Di Kecamatan Keda-
wung, sebanyak 49 kader 
TPK KB dilibatkan untuk 
mendukung program ini. 
Di setiap desa, setidaknya 
ada tiga sampai empat ka-
der TPK KB yang bertugas 
menyalurkan menu makan 
bergizi gratis setiaphari 
Senin dan Kamis. 

Dengan mengendarai 
sepeda motor bronjong, 
mereka berkeliling dari satu 
rumah ke rumah yang lain 
untuk mengantarkan MBG 
ini kepada ibu hamil dan 

menyusui.
“Assalamualaikum, MBG 

buu,” Kata Suyamtinah 
sambil mengetuk pintu ru-
mah salah satu warga desa. 

Suyamtinah adalah kader 
Petugas Lapangan Keluar-
ga Berencana (PLKB) Ke-
camatan Kedawung yang 
juga merupakan koordi-
nator penyaluran MBG 2B 
di Kecamatan Kedawung. 
Hari itu kebetulan ia ikut 
mendampingi kader TPK 
KB desa menyalurkan ma-
kan bergizi gratis. Dengan 
senyum hangat di sela men-
gantarkan manu MBG 2B, 
para kader TPK KB tak ja-
rang menyempatkan waktu 
untuk mengobrol dengan 
ibu hamil dan menyusui 
sekaligus menanyakan kon-
disi kesehatan serta mem-
berikan edukasi kesehatan. 

Bagi para kader TPK KB, 
menyalurkan MBG dengan 
door to door menjadi efektif 
karena dapat membantu 
mereka memantau langs-
ung kondisi kesehatan war-
ganya. Sugiyanti, salah satu 
warga yang tengah hamil 

delapan bulan, mengaku 
senang menerima MBG. 

Baginya, program ini 
memberikan manfaat pe-
menuhan gizi bagi ibu ha-
mil. Selain itu, ia merasa 
terbantu dengan hadirnya 
para kader TPK yang men-
gantarkan langsung ke ru-
mahnya. Karena, dengan 
kedatangan kader TPK 
tiap hari Senin dan Kamis 
untuk mengantarkan MBG, 
ia dapat juga berkonsultasi 
langsung mengenai masa-
lah gizi dan kesehatannya. 

Kader Tim Pendamping 
Keluarga (TPK) Keluarga 
Berencana (KB) merupakan 
garda terdepan yang me-
megang peranan penting 
bagi kesehatan warga serta 
berperan aktif dalam perce-
patan penurunan stunting 
di tingkat desa. 

Setiap langkah kaki para 
kader TPK dari rumah ke 
rumah adalah investasi 
untuk masa depan bangsa 
yang lebih sehat. 

Foto dan teks:
Mohammad Ayudha

lompok tani dan penyuluh 
di Kabupaten Sigi berko-
mitmen tetap melanjutkan 
program cetak sawah baru 
di daerah tersebut. 

“Pemerintah daerah tetap 
terus mendorong yang su-
dah di land clearing (pem-
bukaan lahan) dan  land 
leveling  (perataan lahan) 
dilanjutkan hingga siap 
tanam,” sebutnya. 

Ia menuturkan salah satu 
tantangan dalam cetak sa-
wah baru di Kabupaten Sigi 
khususnya wilayah lembah 
yakni tidak tersedianya air 
untuk pengairan.

“Jadi walaupun selesai 
cetak sawahnya tapi pen-
gairan tidak ada maka ti-
dak bisa tanam, sementara 
untuk bagian wilayah atas 
seperti Wongkodono Keca-
matan Lindu juga terken-

dala air sehingga memang 
persoalan pengairan ini 
menjadi tantangan tersen-
diri dalam program cetak 
sawah baru ini,” kata dia.

Afit menyebutkan sudah 
mengusulkan pembuatan 
saluran irigasi di Kabupa-
ten Sigi melalui Balai Wi-
layah Sungai Sulawesi III 
pada tahun 2026 untuk 
mendukung program cetak 
sawah baru tersebut.

“Di program Kemen-
terian Pertanian melalui 
BWS Sulawesi III tahun 
2026 mengusulkan 70 pem-
buatan saluran irigasi ter-
masuk titik cetak sawah 
baru di Sigi,” ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini 
untuk tahap dua program 
pembukaan cetak sawah 
baru di Sigi sudah dimulai 
mencapai 900 hektare. 

“Tahap dua nya juga su-
dah sedang tender, karena 
kita masih ada sisa sekitar 
900 hektare. Kami sepakat 
yang dibayarkan adalah 
sesuai volume yang diker-
jakan, Jadi teman-teman 
TNI tidak bisa menyerap 
100 persen anggaran cetak 
sawah baru di Sigi bahkan 
mengembalikan pengemba-
lian karena tidak mencapai 
target luas yang sudah di-
tentukan,” pungkasnya. 

Diketahui lokasi cetak 
sawah baru di Sigi berada 
di Kecamatan Lindu, Dolo 
Selatan, Dolo, Sigi Kota dan 
Marawola.

Sementara itu untuk luas 
lahan pertanian dan hasil 
validasi Luas Baku Sawah 
(LBS) di Sigi hingga Desem-
ber 2024 mencapai 15.280 
hektare. ***

lum menentukan apakah 
akan masuk ke universitas.

“Ini perlu kita sam-
paikan karena sesuai 
arahan Presiden, setiap 
lulusan Sekolah Rakyat 
harus menempuh dua 
jalur. Jalur pertama 
adalah meneruskan ke 
pendidikan yang lebih 
tinggi, di tingkat univer-
sitas, atau yang kedua 
menjadi pekerja teram-
pil, apakah bekerja di 
dalam negeri maupun 
di luar negeri. Ini adalah 
pilihan bagi siswa Se-
kolah Rakyat yang lulus 
di tingkat SMA,” kata-
nya menjelaskan. 

Pada kesempatan ter-
sebut dia juga melapor-
kan sejumlah siswa 

Sekolah Rakyat sudah 
menorehkan prestasi 
mulai dari internasio-
nal sampai di tingkat 
daerah.

Menurutnya, satu sis-
wa sudah berprestasi di 
tingkat internasional, 
162 siswa berprestasi 
di tingkat nasional di 
dalam sejumlah bidang, 
87 siswa di tingkat pro-
vinsi dan 75 siswa di 
t ingkat kabupaten/
kota.

Sementara itu, peme-
rintah berencana terus 
menambah kapasitas 
penerimaan Sekolah 
Rakyat. Mensos menje-
laskan pada tahun ini 
ditargetkan terdapat 46 
ribu siswa di Sekolah 

Rakyat, ditopang pen-
ambahan alokasi sekitar 
32 ribu siswa saat pene-
rimaan siswa baru pada 
Juli 2026.

Pada 2027 ditargetkan 
terdapat 100 ribu siswa, 
200 ribu siswa pada 
2028, 400 ribu siswa 
pada 2029 dan pada 
2030 sudah terdapat 
sekitar 500 ribu siswa 
yang mendapatkan 
pendidikan di Sekolah 
Rakyat.

Rencananya, setiap 
kabupaten/kota akan 
memiliki satu gedung 
permanen untuk Se-
kolah Rakyat yang me-
nampung sekitar 1.000 
siswa SD, SMP dan 
SMA. ***

layah Indonesia,” kata dia.
Ia menjelaskan pemban-

gunan jembatan tersebut 
wujud nyata komitmen 
TNI AD dalam mendu-
kung program pemerin-
tah.

“Jembatan ini memiliki 
manfaat yang sangat be-
sar bagi masyarakat. Se-
lain mempermudah akses 
transportasi antar-desa, 
juga berdampak langs-
ung pada peningkatan 
kesejahteraan warga, te-

rutama dalam mendukung 
distribusi hasil pertanian 
dan aktivitas ekonomi 
lainnya,” ujar dia.

Keterlibatan aktif masy-
arakat dalam proses pem-
bangunan menjadi kunci 
keberhasilan program ter-
sebut, sekaligus mempe-
rerat kemanunggalan TNI 
dengan rakyat.

Kapendam XIII/Mer-
deka Kolonel Kav Sofyan 
mengatakan keberhasilan 
pembangunan Jembatan 

Beton Garuda tidak terle-
pas dari semangat gotong 
royong antara prajurit dan 
masyarakat.

“Pembangunan ini bu-
kan hanya tentang infrast-
ruktur, tetapi juga tentang 
kebersamaan dan kepe-
dulian. Dengan selesainya 
jembatan ini, diharapkan 
dapat memberikan man-
faat jangka panjang bagi 
masyarakat serta mening-
katkan konektivitas antar 
wilayah,” katanya. ***
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SULTENG RAYA-Dinas 
Perpustakaan dan Kearsi-
pan (Dispusaka) Provinsi 
Sulawesi Tengah menggelar 

kegiatan penguatan akredi-
tasi perpustakaan pada sa-
tuan pendidikan menengah, 
meliputi SMA, SMK, MA, 

dan SLB.
Kegiatan ini dibuka oleh 

Kepala Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Provinsi Su-

lawesi Tengah, Siti Rachmi 
Amir Singi, S.Sos., M.Si., 
serta turut dihadiri Anggota 
Komisi X DPR RI, Dr. Hj. 

Nilam Sari Lawira, S.P., M.P.
Di kesempatan itu, Kadis 

menegaskan bahwa pen-
guatan akreditasi ini me-

PROSES pembukaan kegiatan penguatan akreditasi perpustakaan pada satuan pendidikan menengah, meliputi SMA, SMK, MA, dan SLB. FOTO: HUMAS

Dispusaka Sulteng Beri Penguatan Satuan Pendidikan Menengah
rupakan penjabaran dari 
tugas pokok dinas yang ter-
tuang dalam Rencana Stra-
tegis (Renstra) 2026-2030.  
Fokus utamanya adalah 
menyediakan koleksi bahan 
pustaka yang berkualitas 
guna meningkatkan pen-
getahuan dan keterampilan 
masyarakat dalam kehidu-
pan sehari-hari.

Kadis juga menggaris 
bawahi bahwa akredita-
si bukan sekadar agenda 
birokrasi rutin, melainkan 
manifestasi nyata dari visi 
Gerak Cepat Menuju Sula-
wesi Tengah Lebih Sejahtera 
dan Lebih Maju. “Melalui 
semangat Berani Cerdas, 
perpus takaan  seko lah 
didorong untuk memenuhi 
Standar Nasional Perpus-
takaan (SNP) sebagaimana 
amanat UU No. 43 Tahun 
2007,”tegas Kadis, Selasa 
(5/5/2026).

Kadis menyebutkan bah-
wa akreditasi adalah instru-
men formal untuk mengu-
kur profesionalisme lay-
anan yang mencakup enam 
komponen utama, yakni 
koleksi, sarana prasarana, 
pelayanan, tenaga perpusta-
kaan, penyelenggaraan, dan 
penguatan.

Ia menyebut, secara ob-
jektif saat ini menunjukkan 
tantangan besar di Sulawesi 
Tengah. Dari 468 sekolah 
menengah yang ada, baru 
254 sekolah yang memiliki 
perpustakaan secara fisik. 
Lebih memprihatinkan lagi, 
baru 18 sekolah yang ber-

hasil meraih status terakre-
ditasi. 

"Kondisi ini harus kita 
respon dengan semangat 
Berani Cerdas. Kita harus 
berani berbenah dan cerdas 
dalam mengelola sumber 
daya," ujar Siti Rachmi.

Melalui penguatan akredi-
tasi ini, Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah menetap-
kan tiga target utama, per-
tama Cerdas Koleksinya, 
yakni menyediakan bahan 
bacaan yang relevan dan 
mutakhir bagi siswa.

Kedua, Cerdas Layanan-
nya, yakni  memanfaatkan 
teknologi informasi dalam 
manajemen perpustakaan 
modern. Ketiga, Cerdas 
SDM-nya, yakni mening-
katkan kompetensi tenaga 
perpustakaan agar mampu 
menjadi pemandu literasi 
yang andal.

Kepala Dinas juga menga-
jak seluruh kepala sekolah 
dan pengelola perpustakaan 
untuk menjadikan akredi-
tasi sebagai budaya mutu 
dan tidak menganggapnya 
sebagai proses yang mena-
kutkan. 

Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan berkomitmen un-
tuk memberikan bimbingan 
teknis (bimtek) serta pen-
dampingan berkelanjutan 
bagi setiap sekolah.

Kegiatan ini diakhiri den-
gan sesi diskusi interak-
tif yang diharapkan dapat 
memotivasi setiap sekolah 
untuk segera mengajukan 
akreditasi. *ENG

Turut hadir mendampingi 
wali kota yakni Wakil Wali 
Kota Palu, Imelda Liliana 
Muhidin, Plt. Asisten bi-
dang Perekonomian dan 
Pembangunan Setda Kota 
Palu, Rahmad Mustafa dan 
Asisten bidang Administrasi 
Umum Setda Kota Palu, 
Eka Komalasari. Suasana 
audiensi berlangsung penuh 
keakraban dan semangat 
kemitraan, menegaskan ko-
mitmen kedua belah pihak 
dalam memperkuat kola-
borasi guna mendorong 
pembangunan daerah dan 
peningkatan layanan publik 
di Kota Palu. Dalam kunjun-
gan ini, pihak Bank Sulteng 
secara simbolis menyerah-
kan dividen Bank Pemban-

gunan Daerah (BPD) kepada 
Pemerintah Kota Palu.

D i r e k t u r  U t a m a  P T 
Bank Sulteng, Ramiyatie, 
mengungkapkan bahwa 
penyerahan dividen kepada 
Pemerintah Kota Palu dila-
kukan sesuai dengan porsi 
kepemilikan saham sebesar 
2,5 persen. “Dividen untuk 
Kota Palu kami serahkan 
berdasarkan kepemilikan sa-
ham 2,5 persen. Untuk tahun 
buku 2024 sekitar Rp4,4 
miliar, dan pada tahun ini 
meningkat menjadi kurang 
lebih Rp4,9 miliar,” jelasnya.

Tak hanya itu, Bank Sul-
teng juga menyalurkan dana 
Corporate Social Responsi-
bility (CSR) senilai kurang 
lebih Rp500 juta sebagai 

PENYERAHAN deviden Bank Sulteng kepada Pemkot sebesar Rp.4.9 M, Selasa (5/5/2026). FOTO 
PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Bank Sulteng 
Salurkan 

Deviden Rp4.9 M

SULTENG RAYA- Pe-
merintah Kota Palu mel-
alui Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kota Palu 
melaksanakan kegiatan 
sosialisasi kepada masy-
arakat terkait pentingnya 
menjaga kebersihan ling-
kungan.

Kegiatan tersebut di-
laksanakan sejak Selasa, 5 
Mei 2026 dan rencananya 
akan berlangsung setiap 
harinya.

Kegiatan ini dilakukan 
di sejumlah titik persim-
pangan lampu lalu lin-
tas di Kota Palu, dengan 
menyasar wilayah ping-
giran hingga pusat kota. 
Pada hari pertama, sosia-
lisasi dilaksanakan di wi-
layah Kecamatan Ulujadi 
hingga Kecamatan Palu 
Timur.

Kemudian, pada Rabu, 
6 Mei 2026, kegiatan di-
lanjutkan di beberapa titik 
lampu merah yang berada 
di Kecamatan Palu Utara 
hingga Kecamatan Ta-
waeli.

Kegiatan ini dipimpin 
langsung oleh Kepala Bi-
dang Pembinaan Masya-
rakat Satpol PP Kota Palu, 
Moh. Rezali. 

Dalam pelaksanaannya, 

petugas turun langsung 
ke lapangan untuk mem-
berikan imbauan kepa-
da masyarakat pengguna 
jalan.

Melalui sosialisasi ter-
sebut, masyarakat diajak 
untuk menjaga kebersi-
han lingkungan dengan 
tidak membuang sampah 
sembarangan serta membi-
asakan membuang sampah 
pada tempatnya. 

Hal ini sebagai upaya 
bersama dalam mencipta-
kan lingkungan Kota Palu 
yang bersih dan sehat. Pe-
merintah Kota Palu melal-
ui Satpol PP berkomitmen 
untuk melaksanakan ke-
giatan serupa secara rutin 
di berbagai titik strategis, 
khususnya di persimpan-
gan lampu lalu lintas, guna 
meningkatkan kesada-
ran masyarakat terhadap 
pentingnya kebersihan 
lingkungan.

Diharapkan, partisipasi 
aktif masyarakat dapat 
terus meningkat, mengin-
gat kebersihan lingkungan 
bukan hanya menjadi tang-
gung jawab pemerintah, 
tetapi  juga merupakan 
tanggung jawab bersama 
seluruh elemen masyara-
kat. ABS

SULTENG RAYA- Ketua 
TP-PKK Kota Palu yang juga 
Bunda PAUD Kota Palu, 
Diah Puspita, turut serta 
mengkampanyekan gerakan 
stop bullying bersama anak-
anak TK Joyful Kids Palu, 
pada Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang berlangs-
ung di aula sekolah terse-
but diselenggarakan dalam 
rangka memperingati Hari 
Anti Bullying Sedunia yang 
diperingati setiap tanggal 4 
Mei. Kampanye berlangs-
ung meriah dan penuh ke-
ceriaan. Anak-anak tampil 
percaya diri melalui ber-
bagai kegiatan edukatif, 
mulai dari nyanyian bers-
ama bertema anti bullying, 
pementasan drama pendek 
tentang perundungan, hing-
ga pembacaan puisi yang 
mengangkat pesan kasih 
sayang dan persahabatan.

Dalam sambutannya, 
Bunda Diah memberikan 
apresiasi tinggi kepada pi-
hak TK Joyful Kids Palu atas 
inisiatif penyelenggaraan 

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadian-
to Rasyid, didampingi sejumlah pimpinan 
OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palu 
menerima kunjungan jajaran Bank Sulteng di 
Rumah Jabatan Wali Kota Palu, pada Selasa 
(5/5/2026).

bentuk dukungan terhadap 
berbagai program pem-
bangunan yang dijalankan 
Pemerintah Kota Palu.

Dalam kesempatan ter-
sebut, pihak Bank Sulteng 
turut menegaskan komit-
mennya untuk terus ber-
kontribusi aktif bagi daerah, 
sejalan dengan arahan Men-
teri Dalam Negeri agar Bank 
Pembangunan Daerah dapat 
memberikan manfaat nyata 
bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat.

Pemerintah Kota Palu 
menyambut baik kontribusi 
tersebut sebagai bentuk si-
nergitas yang terus terjalin, 
khususnya dalam mendu-
kung percepatan pemban-
gunan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan kemudian di-
tutup dengan penandatan-
ganan kesepakatan bersama 
serta penyerahan secara 
simbolis dana CSR dari Bank 
Sulteng kepada Pemerintah 
Kota Palu sebagai wujud 
nyata dukungan terhadap 
pembangunan daerah. ABS

AKSI siswa TK Joyful Kids Palu dalam perekaman gerakan  Stop Bul-
lying, Selasa (5/5/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

TK Joyful Kids Palu 
Kampanyekan Stop Bullying

kegiatan tersebut. 
Menurut bunda, kam-

panye seperti ini sangat 
penting dalam membentuk 
karakter anak sejak usia dini.

“Penanaman nilai-nilai 
kebaikan harus dimulai se-

jak anak-anak masih kecil. 
Kita ingin mereka tumbuh 
dalam lingkungan yang 
penuh kasih sayang, saling 
menghargai, dan jauh dari 
perilaku perundungan,” 
ujar Bunda Diah.

Lebih lanjut, Bunda Diah 
menekankan bahwa anak-
anak perlu diajarkan ni-
lai-nilai persaudaraan dan 
empati, seperti tidak saling 
mengejek, tidak melakukan 
kekerasan, serta membiasa-
kan sikap tolong-menolong 
dan saling menyayangi.

“Tidak ada musuh, tidak 
ada lawan. Semua adalah 
teman yang harus saling 
menyayangi. Tidak ejek-eje-
kan, tidak pukul-pukulan, 
tetapi saling membantu dan 
peduli satu sama lain,” tam-
bah bunda.

Kegiatan ini diharapkan 
dapat menjadi langkah 
awal dalam membangun 
kesadaran kolektif tentang 
pentingnya menciptakan 
lingkungan yang aman dan 
nyaman bagi anak-anak, 
baik di sekolah maupun di 
kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana diketahui, 
kampanye anti bullying se-
perti ini telah dilaksanakan 
sebanyak dua kali oleh TK 
Joyful Kids Palu. ABS

SPANDUK informasi jaga kebersihan di bentangkan petugas Sat-
pol PP di simpang jalan. FOTO:IST

Satpol PP Palu Sosialisasikan 
Kebersihan Lingkungan


